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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Kepuluauan Lease dicadangkan sebagai Taman Pulau Kecil (TPK) berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 386 Tahun 2016 dengan luas kawasan 
81.573,48 hektare. Terjadi perubahan luas kawasan TPK Kepulauan Lease menjadi 
67.484,19 hektare sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Maluku 
Tahun 2018 - 2038.  
 
Wilayah TPK Kepulauan Lease meliputi 4 pulau yaitu Saparua, Haruku, Nusalaut dan 
Molana. Secara administratif, empat pulau ini merupakan bagian dari empat 
kecamatan yaitu Kecamatan Saparua, Saparua Timur. Haruku, dan Nusalaut. Jumlah 
negeri yang masuk dalam Kawasan TPK ini adalah 26 dari 35 total negeri administratif 
di empat kecamatan tersebut. Total jumlah penduduk yang mendiami 35 negeri 
tersebut adalah 52.550 jiwa. 
 
Dalam pelaksanaan tugasnya, TPK Kepulauan Lease dibawah koordinasi Pemerintah 
Provinsi Maluku khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan pada Cabang Dinas Gugus 
Pulau VII. Visi dan Misi TPK Kepulauan Lease sejalan dan mendukung Visi dan Misi 
Pemerintah Provinsi Maluku, terutama misi ketiga tentang pengelolaan sumber daya 
alam yang berkelanjutan (https://malukuprov.go.id/visi-misi/).  
 
Visi TPK Kepulauan Lease adalah “Lestarinya keanekaragaman sumber daya laut 
untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal demi 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Lease”. Misi TPK 
Kepulauan Lease adalah:  

1. Melestarikan ekosistem dan spesies penting untuk memulihkan produktivitas 
sumberdaya perikanan di TPK Kepulauan Lease, 

2. Meningkatkan kapasitas pengelola TPK Kepulauan Lease untuk mewujudkan 
tata kelola kelembagaan yang efektif,  

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi 
kelautan, perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, 

4. Mengintegrasikan praktik-praktik kearifan lokal ke dalam sistem zonasi dan 
pengelolaan TPK Kepulauan Lease, dan 

5. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 
 
Rencana pengelolaan TPK Kepulauan Lease merupakan panduan bagi pengelola 
untuk melaksanakan strategi dan kegiatan pengelolaan sehingga dapat melindungi 
target konservasi dan dapat mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pengelolaan 
kawasan konservasi perairan yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran 
utama pembentukan TPK Kepulauan Lease adalah untuk melestarikan sumber daya 
alam yang menjadi target konservasi sehingga dapat mendukung pemanfatan oleh 
masyarakat melalui perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasiskan 
kearifan lokal. Target konservasi di TPK Kepulauan Lease merupakan habitat dan 
biota penting yang meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun, biota 
duyung dan lokasi pemijahan ikan. Masyarakat dan lembaga adat akan menjadi mitra 
utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam pelaksanaan 
pengelolaan TPK Kepulauan Lease.  
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Program dan kegiatan pengelolaan dilakukan untuk mendukung tiga strategi utama 
yaitu penguatan tata kelola dan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya 
alam dan penguatan sosial ekonomi dan budaya di TPK Kepulauan Lease. 
 
Rencana zonasi TPK Kepulauan Lease disusun dengan mempertimbangkan prinisip 
tata kelola kelembagaan, kondisi biofisik, sosial-ekonomi, budaya dan perubahan 
iklim. Prinsip-prinsip ilmiah digunakan untuk menyusun rencana zonasi seperti 
keterwakilan dan perulangan habitat dan biota penting, jarak antar zona, kerentanan 
terhadap tekanan dan perubahan iklim. 
 
Evaluasi efektivitas pengelolaan TPK Kepulauan Lease akan dilakukan secara rutin 
dengan menggunakan perangkat yang ditetapkan dengan SK Dirjen KP3K No. 
KEP.44/KP3K/ XI/2012 tentang Pedoman Teknis Efektivitas Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Evaluasi insidental 
dilakukan untuk mengantisipasi kejadian dan dinamika di lapangan, sehingga 
pengelolaan TPK Kepulauan Lease dapat berjalan baik dan adaptif. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Kepulauan Lease secara administrasi adalah bagian dari Kabupaten Maluku Tengah 
Provinsi Maluku, yang terdiri dari tiga pulau utama yaitu Saparua, Haruku dan 
Nusalaut.  TPK Kepulauan Lease masuk ke dalam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan 
Saparua, Saparua Timur, Haruku, dan Nusalaut. Total 42 negeri tersebar di 3 pulau 
yang berpenghuni, namun hanya 26 negeri yang termasuk dalam Taman Pulau Kecil 
(TPK) Kepulauan Lease (Tabel 1 dan Gambar 1). Pulau Molana tidak berpenghuni 
dan termasuk wilayah Kecamatan Saparua, juga diidentifikasi dalam Kawasan TPK 
Kepulauan Lease karena potensi yang terdapat pada pulau tersebut. 
 
Tabel 1. Negeri-negeri yang berada di dalam kawasan konservasi TPK Kepulauan 
Lease 

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Negeri 

Saparua (7 negeri) Saparua 

Saparua 

Tiouw 

Haria 

Porto 

Paperu 

Booi 

Kulur 

Saparua Timur (10 
negeri) 

Tuhaha 

Ouw 

Ullath 

Siri Sori Serani 

Siri Sori Islam 

Tuhaha 

Mahu 

Ihamahu 

Noloth 

Itawaka 

Iha  

Haruku (2 negeri ) Pelauw 
Aboru 

Hulaliu 

Nusalaut (7 Negeri) Ameth 

Ameth 

Titawaai 

Abubu 

Akoon 

Nalahia 

Sila 

Leinitu 
 
Penduduk Kepulauan Lease sebagian besar merupakan penduduk asli di masing-
masing negeri dan hanya sebagian kecil suku pendatang yang berasal dari Buton, 
Bugis-Makasar dan Jawa. Penduduk asli setempat sebagian besar bermata-
pencaharian sebagai petani kebun, nelayan, pegawai dan TNI/Polri/Pensiunan. 
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Pendatang dari suku Buton sebagian besar berprofesi sebagai nelayan sedangkan 
dari Bugis, Makasar serta Jawa sebagai pedagang dan pegawai. Beberapa negeri di 
Lease merupakan sentra perikanan yang menyuplai ikan ke Pulau Ambon dan Seram, 
yaitu Haria, Nolloth, dan Tuhaha. Sedangkan nelayan dari negeri-negeri yang lain 
cenderung memancing untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan slebihnya dapat dijual 
kepasar lokal atau mereka masih pada skala subsistem.  
 

 
Gambar 1. Peta alokasi TPK Kepulauan Lease berdasarkan Perda RZWP3K tahun 
2018. 

Telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan pada Kepulauan Lease sebelum 
dilakukan survey kawasan oleh USAID SEA dan CTC pada tahun 2017 – 2020. 
Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan tingkat keanekaragaman hayati 
ekosistem yang tinggi, kemampuan kelenturan terhadap perubahan iklim dan 
pentingnya kawasan ini dalam mensuplai perikanan regional dan nasional. Penelitian-
penelitain pendukung yang tercatat antara lain Kepulauan Lease merupakan bagian 
dari Ekoregion Laut Banda yang terkenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang 
tinggi (Green and Mous 2008, Huffard et al., 2012, Abrahamsz et al., 2017), termasuk 
ekosistem penting seperti terumbu karang (Souhoka 2009), mangrove (Wouthuyzen 
dan Ahmad 2018) dan lamun (Cullen-Unsworth et al., 2018, de Jong et al., 1995). 
Beberapa spesies terancam punah dan penting juga diidentifikasi terdapat di perairan 
Lease seperti paus, lumba-lumba, duyung, penyu, napoleon dan sebagainya (de Jong 
et al. 1998, Ihsan dkk 2018).  Kawasan perairan di sekitar pulau menjadi area 
penangkapan ikan bagi nelayan yang sebagian tinggal di pesisir kepulauan Lease 
(Oostenbrugge et al., 2001, Abrahamsz et al., 2017, DKP Provinsi Maluku 2017, Ihsan 
dkk., 2018).  
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1.2 Maksud dan Lingkup Rencana Pengelolaan 
Untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya laut, 
Kepulauan Lease dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (KKP3K) TPK Kepulauan Lease melalui Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 1 Tahun 2018 dengan luas 67.283 hektar. 
 
Sebagai konsekuensi penetapan Kepulauan Lease sebagai kawasan konservasi, 
maka perlu disusun suatu rencana pengelolaan dan zonasi yang diharapkan dapat 
menjamin kelestarian sumber daya hayati laut, keberlangsungan fungsi ekologis, 
serta mendukug pemanfaatan sumber daya laut yang mendukung sosial ekonomi 
masyarakat sekitarnya. Rencana pengelolaan kawasan yang jelas, komprehensif, 
sistematis dapat menjadi penduan pengelolaan yang baik dan adaptif dengan 
mengakomodasi setiap perkembangan dan dinamika di lapangan. 
 
Maksud dan tujuan rencana pengelolaan TPK Kepulauan Lease adalah sebagai 
arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan yang terpadu agar dapat 
mencapai pengelolaan yang efektif dan berdampak positif pada kelestarian sumber 
daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 
 
Ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan TPK Kepulauan Lease mencakup: 
1. Kondisi umum kawasan meliputi deskripsi kondisi ekologis, sosial ekonomi dan 

budaya, 
2. Identifikasi isu dan permasalahan pengelolaan, 
3. Kebijakan pengelolaan meliputi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten, 
4. Penataan zonasi meliputi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya, 
5. Rencana pengelolaan meliput rencana tahunan, rencana jangka panjang dan 

rencana jangka menengah, dan 
6. Pentahapan dan penjadwalan. 
 
1.3 Status Kawasan Konservasi  
1.3.1 Letak 
Secara adminsitrasi, TPK Kepulauan Lease terletak di Kabupaten Maluku Tengah. 
Batas-batas geografis TPK Kepulauan Lease adalah: 

• Bagian Utara berbatasan dengan Pulau Seram 
• Bagian Timur berbatasan dengan Laut Banda 
• Bagian Barat berbatasana dengan Pulau Ambon  
• Bagian Selatan berbatasan denga Laut Banda  

 
TPK Kepulauan Lease seluas 67.283 hektar meliputi perairan bagian timur Pulau 
Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusalaut, dan Pulau Molana (Gambar 1) berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 dengan batas-batas 
koordinat sebagai berikut: 
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Tabel 2. Batas-batas koordinat TPK Kepulauan Lease 

Lokasi ID Point 
Batas Luar 

Bujur Timur (BT) 
Lintang Selatan 

(LS) 

Kepulauan Lease 

1 128° 29' 55,408" 3° 30' 48,509" 

2 128° 29' 53,325" 3° 30' 31,321" 

3 128° 29' 52,859" 3° 30' 25,508" 

4 128° 29' 51,851" 3° 30' 12,936" 

5 128° 29' 49,867" 3° 29' 48,184" 

6 128° 31' 3,903" 3° 29' 25,376" 

7 128° 31' 43,646" 3° 29' 13,132" 

8 128° 31' 44,101" 3° 29' 12,637" 

9 128° 31' 58,628" 3° 28' 56,803" 

10 128° 32' 55,259" 3° 27' 55,080" 

11 128° 33' 6,300" 3° 27' 55,561" 

12 128° 33' 39,206" 3° 27' 56,990" 

13 128° 34' 30,350" 3° 27' 59,211" 

14 128° 35' 15,254" 3° 28' 1,161" 

15 128° 37' 4,029" 3° 28' 5,889" 

16 128° 41' 56,955" 3° 28' 18,605" 

17 128° 46' 16,645" 3° 28' 29,882" 

18 128° 46' 22,716" 3° 28' 41,255" 

19 128° 49' 10,327" 3° 33' 55,276" 

20 128° 49' 44,777" 3° 34' 59,817" 

21 128° 49' 51,147" 3° 35' 11,753" 

22 128° 50' 28,438" 3° 36' 21,616" 

23 128° 51' 27,049" 3° 37' 48,698" 

24 128° 52' 40,091" 3° 39' 37,212" 

25 128° 50' 26,403" 3° 42' 8,606" 

26 128° 48' 10,923" 3° 44' 42,030" 

27 128° 43' 59,387" 3° 43' 29,150" 

28 128° 39' 21,495" 3° 42' 8,606" 

29 128° 37' 17,157" 3° 41' 32,574" 

30 128° 37' 8,822" 3° 41' 30,159" 

31 128° 35' 8,028" 3° 40' 55,159" 

32 128° 31' 24,038" 3° 39' 50,243" 

33 128° 30' 37,508" 3° 39' 36,759" 

34 128° 30' 35,507" 3° 38' 16,653" 

35 128° 30' 34,809" 3° 37' 48,703" 

36 128° 30' 33,506" 3° 36' 56,547" 

37 128° 30' 33,589" 3° 36' 24,025" 

38 128° 30' 39,238" 3° 36' 19,909" 

39 128° 30' 38,931" 3° 36' 22,674" 

40 128° 30' 41,676" 3° 36' 23,321" 

41 128° 30' 43,291" 3° 36' 19,657" 
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Lokasi ID Point 
Batas Luar 

Bujur Timur (BT) 
Lintang Selatan 

(LS) 
42 128° 33' 47,211" 3° 30' 15,093" 

43 128° 33' 42,795" 3° 30' 9,235" 

44 128° 33' 46,090" 3° 30' 4,755" 

45 128° 33' 51,085" 3° 30' 8,928" 

46 128° 34' 41,199" 3° 29' 38,219" 

47 128° 34' 41,528" 3° 29' 34,749" 

48 128° 34' 51,733" 3° 29' 35,141" 

49 128° 34' 52,117" 3° 29' 39,402" 

50 128° 41' 18,305" 3° 32' 16,085" 

51 128° 41' 15,331" 3° 32' 15,943" 

52 128° 41' 12,913" 3° 32' 12,892" 

53 128° 41' 10,908" 3° 32' 9,634" 

54 128° 41' 11,577" 3° 32' 7,670" 

55 128° 41' 17,952" 3° 31' 59,398" 

56 128° 39' 30,529" 3° 34' 32,690" 

57 128° 39' 30,354" 3° 34' 32,928" 

58 128° 39' 29,796" 3° 34' 33,747" 

59 128° 39' 28,038" 3° 34' 33,487" 

60 128° 39' 25,123" 3° 34' 32,065" 

61 128° 39' 29,055" 3° 34' 26,101" 

62 128° 38' 6,877" 3° 36' 55,003" 

63 128° 38' 3,822" 3° 36' 56,920" 

64 128° 38' 0,122" 3° 36' 54,111" 

65 128° 38' 2,191" 3° 36' 50,271" 

66 128° 37' 20,215" 3° 35' 3,282" 

67 128° 37' 20,550" 3° 35' 6,382" 

68 128° 37' 18,512" 3° 35' 7,431" 

69 128° 37' 14,867" 3° 35' 8,205" 

70 128° 37' 9,850" 3° 35' 8,633" 

71 128° 37' 4,147" 3° 35' 7,683" 

72 128° 37' 4,477" 3° 35' 4,227" 

73 128° 46' 4,490" 3° 38' 53,111" 

74 128° 46' 4,751" 3° 38' 50,799" 

75 128° 46' 5,781" 3° 38' 50,455" 

76 128° 46' 8,611" 3° 38' 50,456" 

77 128° 46' 9,139" 3° 38' 50,456" 

78 128° 46' 10,584" 3° 38' 50,456" 

79 128° 46' 13,642" 3° 38' 50,907" 

80 128° 46' 13,649" 3° 38' 50,878" 

81 128° 46' 16,058" 3° 38' 50,902" 

82 128° 46' 49,596" 3° 38' 54,415" 

83 128° 46' 53,639" 3° 38' 55,637" 
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Lokasi ID Point 
Batas Luar 

Bujur Timur (BT) 
Lintang Selatan 

(LS) 
84 128° 46' 58,107" 3° 38' 56,585" 

85 128° 47' 3,740" 3° 38' 58,134" 

86 128° 47' 7,533" 3° 38' 59,518" 

87 128° 47' 8,280" 3° 39' 0,706" 

88 128° 36' 22,135" 3° 37' 40,411" 

89 128° 36' 19,708" 3° 37' 38,484" 

90 128° 36' 18,635" 3° 37' 37,913" 

91 128° 36' 18,127" 3° 37' 37,833" 

92 128° 36' 17,507" 3° 37' 37,801" 

93 128° 36' 16,682" 3° 37' 38,136" 

94 128° 36' 15,887" 3° 37' 38,901" 

95 128° 36' 15,141" 3° 37' 39,444" 

96 128° 36' 14,409" 3° 37' 40,774" 
 
Kepulauan Lease dapat dicapai dari berbagai arah dengan menggunakan moda 
transportasi laut. Dari Ambon, Kepulauan Lease dapat dicapai langsung 
menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu dan Speedboat dari Pelabuhan 
kecil sekitaran Pelabuhan Tulehu menuju pelabuhan Haria dan Porto di Saparua, dan 
langsung ke kebanyakan negeri-negeri di Haruku maupun Nusalaut. Dari Pulau 
Seram, Kepulauan Lease dapat dicapai langsung dengan menggunakan kapal cepat 
menuju Pelabuhan Haria, Tuhaha, Kulur, dan Ameth. 
 
1.3.2 Perubahan Luas Kawasan Konservasi Perairan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama masyarakat dan Universitas 
Pattimura Ambon menginisiasi KKP Kepulauan Lease pada tahun 2016 yang 
ditetapkan dengan SK Gubernur Maluku Nomor 387 Tahun 2016 tentang 
Pencadangan KKP3K Kepulauan Lease seluas 81.573,48 Ha termasuk perairan dan 
daratan. 
 
Luasan dan batas luar TPK Kepulauan Lease mengalami perubahan berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Tahun 2018 – 2038 dimana Kawasan 
Konservasi Perairan di Kepulauan Lease dialokasikan seluas 67.283 Ha.  
 
Sumber data citra yang digunakan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 
TPK Kepulauan Lease adalah data Badan Informasi Geospatial (BIG) tahun 2018 
sehingga terjadi perubahan luas TPK Kepuluan Lease menjadi 67.484,19 hektar. 
Perbandingan batas kawasan TPK Kepulauan Lease berdasarkan SK Gubernur 
Maluku Nomor 387 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 
Tahun 2018 ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta alokasi TPK Kepulauan Lease berdasarkan SK Gubernur No. 387 

tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2018. 

1.3.3 Konteks Regional 
TPK Kepulauan Lease merupakan bagian dari kawasan Segitiga Karang dunia yang 
diidentifikasi memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Perairan TPK 
Kepulauan Lease juga merupakan wilayah yang penting untuk jalur migrasi mamalia 
laut dan bahkan di bagian utara diduga merupakan lokasi bermainnya Paus Biru 
(Balaenoptera musculus) dan Paus Sperma (Physester macrocephalus) yang 
statusnya terancam punah (Kahn 2017). Pulau Nusalaut juga terkenal dengan 
terumbu karang yang tua dan berukuran besar (Ihsan dkk. 2018) dan diperkirakan 
berumur ratusan bahkan ribuan tahun (Rod Salm – komunikasi pribadi 2018). 
Terumbu karang ini tahan terhadap perubahan iklim dan dapat menjadi sumber 
karang baik ditingkat lokal, nasional dan regional. Sumber daya perikanan di 
Kepulauan Lease juga sangat penting bagi Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi 
salah satu sumber pendapatan daerah dengan memberikan kontribusi sebesar Rp. 
766.940.678. atau sebesar 15,9% dari total nilai produksi perikanan di Kabupaten 
Maluku Tengah (BPS Maluku Tengah, 2019) 
 
1.3.4 Evaluasi Kawasan Konservasi 
Keanekaragaman hayati laut yang terdapat di TPK Kepulauan Lease menjadi sumber 
plasma nutfah bagi kawasan lain (Abraham dkk. 2017).  TPK Kepulauan Lease juga 
berbatasan langsung dengan Laut Banda yang secara nasional merupakan kawasan 
yang penting untuk mendukung perikanan secara nasional. Pada tingkat kabupaten 
dan provinsi produksi perikanan yang berasal dari TPK Kepulauan Lease menjadi 
produksi utama dengan menghasilkan produksi perikanan sebesar 27.285,4 ton/tahun 
(BPS Maluku Tengah, 2018), dan menjadi salah pemasok ikan konsumsi di Kota 
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Ambon, Provinsi Maluku (DKP Provinsi Maluku, 2015). Pariwisata di TPK Kepulauan 
Lease merupakan salah satu jasa lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
lokal, nasional dan bahkan internasional (SEA Project, 2018). 
 
1.3.5 Nilai Penting Perikanan 
Perikanan merupakan salah satu sektor yang penting bagi Kabupaten Maluku Tengah. 
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 adalah 
sebesar 7.554.900 juta rupiah dan sektor perikanan menunjang sebesar 1.830.653 juta rupiah 
(BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2019). Sementara itu nilai produksi perikanan di kecamatan 
Haruku, Saparua, Saparua Timur dan Nusalaut adalah sebesar 122.441.074 dimana nilai 
tersebut menyumbang sebesar 15,9% dari total nilai produksi perikanan di Kabupaten Maluku 
Tengah sebesar 766.940.678 rupiah. Maka nilai penting perikanan di Kabupaten Kepulauan 
Lease adalah: 
 

LQij  = !"".$$!.%&$/	&)).*$%,)&,!.,-%.).-,%%	/&...$.*%%  

 = 0,625 

 
Berdasarkan nilai LQ tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan di 
Kepulauan Lease merupakan sektor basis yang artinya untuk parameter nilai penting 
perikanan diberi nilai 1.  
 
1.4 Lingkungan Fisik  
1.4.1 Iklim 
TPK Kepulauan Lease beriklim laut tropis dan iklim musim. Keadaan ini disebabkan 
oleh karena berada di sekeliling laut yang luas, sehingga iklim laut tropis di daerah ini 
berlangsung seirama dengan iklim musim yang ada (BPS Maluku Tengah, 2017). 
Pada umumnya, di Kepulauan Lease dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim timur 
dan musim barat. Kedua musim ini berawal Juni dan dipengaruhi oleh musim 
pancaroba yang merupakan transisi musim tersebut. Musim barat umumnya 
berlangsung dari bulan Desember sampai Maret. Bulan April sampai Mei merupakan 
musim transisi ke musim Barat ke Musim Timur. Sedangkan musim timur berawal 
pada bulan Juni dan berlangsung hingga September, bulan Oktober sampai 
November merupakan masa transisi ke musim barat. 

 
1.4.2 Geologi 
Daratan TPK Kepulauan Lease sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan 
berbukit.  Morfologi kawasan ini dibentuk oleh batuan gunung api muda yakni lava, 
breksi vulkanik dan batuan terobosan yang membentuk perbukitan terjal dengan 
lembah yang sempit, juga dibentuk oleh gamping koral, aluvium dan batupasir. 
Puncak tertinggi di Pulau Haruku berada di Gunung Uruwannu setinggi 500 m diatas 
permukaan laut, Pulau Saparua di Gunung Masa setinggi 323 m di atas permukaan 
laut dan di Nusalaut di Gunung Lawakanno setinggi 316 m di atas permukaan laut. 
Hampir semua Negeri atau negeri berada di pesisir pantai (DKP Provinsi Maluku, 
2015).  
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1.4.3 Batimetri 
Batimetri adalah ukuran dari dalam dan dangkalnya dasar laut yang merupakan 
sumber informasi utama mengenai kedalaman dasar laut. Hasil pemetaan batimetri di 
TPK Kepulauan Lease dapat dibagi atas tiga kelompok kedalaman, masing-masing: 
perairan dangkal antara 0 – 5 m, perairan tubir >5 – 60 m, dan perairan dalam > 60 m 
(Gambar 3.). Perairan dangkal secara umum terdapat di pesisir sekeliling pulau 
terutama di bagian utara dan selatan Pulau Haruku, bagian utara Pulau Saparua dan 
bagian barat Pulau Molana. Sedangkan perairan yang dalam umumnya berada pada 
bagian Timur kawasan yang berhadapan langsung dengan Laut Banda, seperti di 
bagian Timur Pulau Saparua dan Nusalaut. Kondisi perairan yang cenderung dalam 
pada kawasan-kawasan itu memberikan gambaran kondisi perairan yang curam, dan 
memberikan peluang bagi terjadinya upwelling sepanjang musim, dan mendukung 
kesuburan perairan di sekitar kawasan. Sebagai bukti peran topografi atau batimetri 
terhadap kesuburan perairan adalah eksistensi upwelling (DKP Provinsi Maluku, 
2015; Abrahamsz et al., 2017). Di sekeliling Kepulauan Lease terdapat pasi atau daerah 
penangkapan ikan khususnya ikan kakap merah oleh masyarakat lokal. Lokasi pasi diduga 
merupakan habitat terumbu karang di laut dalam. Setidaknya terdapat 25 pasi yang diketahui 
di Kepulauan Lease (Matrutty dkk., 2014). 
 

 
Gambar 3. Peta batimetri di TPK Kepulauan Lease. 

1.4.4 Pasang Surut dan Pergerakan Air 
Tipe pasang surut perairan TPK Kepulauan Lease adalah pasang harian ganda (semi 
diurnal), dimana terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari. Pasang 
pertama umumnya lebih besar dari pasang yang kedua, dan juga berbeda waktu 
pasang tingginya. Kisaran maksimum pasang surut di perairan ini umumnya lebih 
besar dari 2.5 m (meso tidal) dan pada teluk-teluk semi tertutup bahkan melampaui 3 
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meter. Arus pasang surut pada perairan pantai terbuka di sekitar kawasan TPK 
Kepulauan Lease, rata-rata kurang dari 0.03 m/det, dan pada mulut teluk-teluk kecil 
dan selat yang sempit dapat mencapai 1 m/det (DKP Provinsi Maluku, 2015). 

 
1.4.5 Parameter Oseanografi 
Tinggi gelombang rata-rata pada musim barat (Oktober-April) maupun musim timur 
(Mei-Oktober) adalah 1 meter. Pada musim barat arus cenderung menuju barat dan 
barat daya, sedangkan pada musim timur arus menuju barat daya. Kondisi arus 
perairan baik pada musim barat maupun musim timur mempunyai kecepatan arus 
terkuat adalah 0,2 m/s, arus terlemah 0,05 m/s dengan rata-rata kecepatan arus 
berkisar antara 0,05 - 0.1 m/s (DKP Provinsi Maluku, 2015).  
 
Suhu Permukaan Laut berkisar antara 28,20 - 31,50C dengan rata-rata suhu adalah 
29,85oC. Kandungan klorofil perairan berkisar antara 0,08 – 7,71 mg/l. Wilayah yang 
mempunyai sebaran kandungan klorofil dengan rata-rata tinggi dibandingkan dengan 
wilayah perairan lainnya di Provinsi Maluku adalah di sekitar wilayah perairan 
Kepulauan Aru. Sementara kecerahan perairan laut berkisar antara 10,12 – 45,75 m 
(DKP Provinsi Maluku, 2015). 
 
Nilai pH yang perairan berkisar antara 7,875 - 8,005 sehingga secara umum nilai pH 
tersebut masih mendukung kehidupan biota laut di wilayah perairan Provinsi Maluku. 
Sementara salinitas perairan berkisar antara 32,34 – 34,72 per-mil dengan rata-rata 
33,53 per-mil. Kadar oksigen terlarut (DO) di perairan ini berkisar antara 6,30 – 12,20 
mg/l dengan nilai rerata 9 mg/l. Konsentrasi fosfat pada lapisan permukaan perairan 
berkisar antara 0,08 – 0,68 mg/l dengan nilai rerata 0,43 mg/l. Konsentrasi nitrit di 
permukaan perairan relatif tinggi berkisar antara 0,000 – 0,013 mg/l, dengan nilai 
rerata 0,006 mg/l (DKP Provinsi Maluku, 2015). Dengan kisaran suhu, salinitas, DO, 
fasfat, nitrat dan nitrit tersebut maka perairan TKP Kepulauan Lease masih sesuai 
untuk aktivitas perikanan budidaya, penangkapan maupun rekreasi berdasar standar 
baku mutu dari KepMen KLH No. 02/1988.  
 
1.5 Keanekaragaman Hayati  
1.5.1 Ekosistem Terumbu Karang dan Kelimpahan Ikan Karang 
Luas terumbu karang di TPK Kepulauan Lease berdasar data peta dari BIG, 2017 
adalah sebesar 2.132,14 hektar. Kondisi terumbu karang di TPK Kepulauan Lease 
bervariasi antara buruk hingga sangat baik dengan kisaran tutupan karang keras 
hidup antar 10% - 78,7%. Tutupan karang sangat baik dan baik berada di Hulaliu, 
Pulau Haruku, Molana Barat, Ameth dan Nalahia di Pulau Nusalaut dan Ihamahu serta 
Ittawaka di Pulau Saparua. Secara rata-rata Pulau Molana mempunyai tutupan karang 
keras hidup tertinggi di Kepulauan Lease (52%). Di Nusalaut ditemukan karang 
dengan ukuran sangat besar dari jenis Acropora sp. di Ameth dan jenis karang 
massive Porites sp di Akoon (Ihsan, 2018). Karang ukuran besar ini tahan terhadap 
perubahan iklim dan gangguan lainnya dan diperkirakan berumur ratusan atau bahkan 
ribuan tahun (Rod Salm – komunikasi pribadi).  
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Gambar 4. Rata-rata tutupan karang keras hidup di TPK Kepulauan Lease tahun 2018 

(Ihsan, 2018). 
 

 
Gambar 5. Peta sebaran terumbu karang di TPK Kepulauan Lease. 
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Berdasarkan hasil survei SEA Project tahun 2017 didentifikasi sebanyak 216 spesies 
ikan dari 37 famili ikan dengan rata-rata kelimpahan ikan sebesar 8.043 ikan/ha. TPK 
Kepulauan Lease merupakan habitat ikan ekonomis penting, seperti napoleon, kakap, 
kerapu dll. Sedangkan hasil survei data dasar ekologi di Kepulauan Lease yang 
dilakukan oleh CTC pada tahun 2018 bersama mitra rata-rata nilai kelimpahan ikan di 
Kepulauan Lease adalah sebanyak 5226,8 Individu/ha dan Rata-rata nilai biomassa 
ikan adalah sebanyak 1139,4 kg/ha (Ihsan dkk, 2018).  
 

   
Gambar 6. Tutupan karang keras hidup di Pulau Saparua. Negeri Ihamahu (kiri) 

Negeri Kulur (Kanan). 

 
Gambar 7. Peta nilai rata-rata biomasa Ikan karang di TPK Kepulauan Lease tahun 

2018. (Ihsan, 2018) 
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1.5.2 Ekosistem Mangrove 
Luas ekosistem mangrove di TPK Kepulauan Lease berdasar data peta dari BIG tahun 
2018 adalah sebesar 125,55 hektar. Ekosistem mangrove sebagai salah satu 
ekosistem utama di beberapa wilayah pesisir TPK Kepulauan Lease dan memiliki 
distribusi yang cukup luas. Berdasarkan hasil inventarisasi sumber daya alam pesisir 
dan laut pada tahun 2017 yang dilakukan oleh SEA peoject dan tahun 2018 oleh CTC 
menunjukkan total spesies yang dijumpai dari 4 lokasi pengamatan yaitu Porto, 
Tuhaha, Waisisil dan Saparua sebanyak 19 spesies.  
             

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Mangrove di Negeri Porto jenis Bruguiera gymnorrhiza (kiri) dan menarik 

transek di lokasi sampling (kanan). 
 

 
Gambar 9. Peta sebaran mangrove di TPK Kepulauan Lease 

Tabel 3. Famili dan spesies mangrove yang ditemukan di Pulau Saparua  
No Famili Spesies Lokasi 
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1 Acanthaceae Acanthus ilicifolius  Porto 
2 Acanthus ebracteatus Porto 
3 Pteridaceae Acrostichum speciosum Porto 
4 Euphorbiaceae Exoecaria agallocha Porto, Tuhaha, Waisisil 
5 

Rhizoporaceae 

Bruguiera cylindrical Porto, Tuhaha 
6 Bruguiera gymnorhiza Porto, Tuhaha 

7 Ceriops tagal Porto, Tuhaha, Waisisil, 
Saparua 

8 Rhizopora Apiculata Tuhaha, Waisisil 
9 Rhizopora mucronata Waisisil 
10 Myrtaceae Obsornia octodanta Porto 
11 Sterculiaceae Heritiera littoralis Porto 
12 Arecaceae Nypa fruticans Porto 

13 Sonneratiaceae Sonneratia alba Porto, Tuhaha, Waisisil, 
Saparua 

14 Scipipiphora hydrophyllaceae Waisisil 
15 Meliaceae Xylocarpus granatum Porto 
16 Xylocarpus mulucensis Porto 
17 Verbenaceae Avicennia marina Tuhaha, Waisisil 
18 Combretaceae Lumnitzera littorea  Tuhaha 
19 Primulaceae Aigiceras corniculatum Saparua 

Sumber: SEA Project tahun 2017 dan 2018. 
 

1.5.3 Ekosistem Lamun 
Luas habitat lamun di TPK Kepulauan Lease berdasar data peta BIG tahun 2018 
adalah 835,84 hektar. Habitat lamun di TPK Kepulauan Lease terdiri dari 5 spesies 
(Cymodocea serullata, Cymodocea rotundata, Thalasia hemprichii, Enhalus 
acoroides, Halophila ovalis). Ekosistem Lamun di Kepulauan Lease terutama di 
Saparua Kota, Kerapatan lamun tertinggi di perbatasan Negeri Porto dan Negeri Siri-
Sori Amalatu sebesar 72,3%.  
 

       
Gambar 10. Tutupan ekosistem lamun di Saparua (kiri) memiliki presentasi tutupan 

lamun lebih dominan dibadingkan dengan (kiri). 



15 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

 
Gambar 11. Peta sebaran ekosistem lamun di TPK Kepulauan Lease 

Tabel 4. Kerapatan ekosistem lamun di TPK Kepulauan Lease. 
No Lokasi pengamatan Nilai Kerapatan jenis (individu/m2) 

1 Sirsaoni – Porto 247,1 

2 Saparua Kota 258,3 

3 Siri Sori Amalatu 164,8 

Sumber: Ihsan dkk., 2018 
 
1.5.4 Biota Kritis, Terancam Punah, dan Dilindungi (ETP) 
Biota laut yang berada dalam kondisi kritis, terancam punah, dan dilindungi atau 
Endangered, Threatened and Protected (ETP) seperti Dugong (Dugong dugon), Pari 
Manta (Manta alfredi), Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys 
imbricata), lumba-lumba dan beberapa jenis paus banyak terdapat di perairan TPK 
Kepulauan Lease. Spesies dugong secara khusus menjadi target konservasi di dalam 
rencana pengelolaan TPK Kepulauan Lease. Biota ETP ini cukup sering ditemukan di 
perairan Kepulauan Lease yang menjadikan keunikan tersendiri. Spesies dugong 
ditemukan di beberapa lokasi perairan seperti di Negeri Porto, Booi, Mahu, Ihamahu, 
Itawaka, Noloth, Abubu, dan Ameth (Gambar 12). 
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Gambar 12. Peta sebaran habitat Dugong (Dugong dugon) di TPK Kepulauan Lease.  
  Sumber: De Long et al., 1995 dan Survey CTC tahun 2019. 
 
Selain spesies dugong, hewan karismatik dan dilindungi yang ditemukan di Kepulauan 
Lease yaitu Mamalia Laut. Jenis mamalia laut yang ditemukan di Kepulauan Lease 
yaitu Spinner dolphin, Blue Whale, Pygmy Blue Whale Whale (Kahn, 2017 dan CTC, 
2016), Sperm Whale (Paul Tomasoa dan Sari Tolvanen – komunikasi pribadi, 2019) 
dan Bottlenose Dolphin (personal observation). 
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Gambar 13. Peta sebaran Mamalia Laut di TPK Kepulauan Lease.  

Sumber: CTC sigthing tahun 2018 dan 2019 
 
1.5.5 Penelitian  
Kepulauan Lease juga menjadi obyek penelitian oleh para mahasiswa dan peneliti 
dari universitas di Ambon seperti Universitas Pattimura, Universitas Darussalam dan 
Universitas Kristen Maluku serta mahasiswa dan peneliti dari luar Maluku bahkan luar 
negeri.  Beberapa tema penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Sumber daya alam baik dari komunitas alga, lamun, bakau, terumbu karang, 
potensi ikan umpan, ikan demersal dan pelagis, dugong dan mamalia laut 

2. Budaya dan kearifan lokal termasuk penerapan penutupan kawasan pesisir 
yang dilindungi (dinamakan Sasi) dan institusi pengawasan (dinamakan 
Kewang), dan pemerintahan adat. 

3. Kelautan dan perikanan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah 
4. Bahasa-bahasa lokal 

 

1.6 Nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya  
1.6.1 Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir  
Kepulauan Lease memiliki sumber daya alam perikanan yang melimpah (DKP Maluku 
Tengah 2015 dan Abraham dkk. 2017). Berdasarkan hasil pemantauan pemanfaatan 
sumber daya setidaknya ada tiga jenis aktifitas tangkap nelayan yaitu menangkap ikan 
dengan tanpa perahu, perahu semang tanpa motor, perahu bermotor.   

(a) Penangkapan ikan tanpa perahu adalah kegiatan ‘bameti’ (shell gathering) 
untuk jenis-jenis moluska dan krustacea yang bisa dimakan, dan termasuk 
penangkapan ikan-ikan kecil yang terjebak di pesisir sewaktu pasang surut. 
Penangkapan dilakukan dengan alat tangkap sederhana seperti jala (net) dan 
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bameti yang sering dilakukan oleh para ibu dan anak-anak untuk mendapatkan 
sumber protein alternative untuk keluarga mereka.   

(b) Penangkapan ikan dengan perahu semang tanpa motor, pada daerah 
penangkapan biasanya pada peraiaran di depan kampung. Menggunakan 
perahu semang, nelayan menggunakan alat tangkap pancing (handline) dan 
jaring dengan tujuan tangkap ikan-ikan dasar dan pelagis. Dari hasil survey 
CTC 2018 sampai 2019 (Gambar 14) menemukan bahwa penangkapan ikan 
didominasi oleh kedua alat tangkap ini. 

(c) Penangkapan ikan dengan menggunakan perahu bermotor. Di TPK kepulauan 
Lease, penangkapan dengan perahu bermotor umumnya berukuran dibawah 
5 Gross Tonnage (GT). Jenis penangkapan dengan perahu bermotor dengan 
menggunakan pancing (handline) biasanya dilakukan di daerah tangkap yang 
telah dipasang rumpon (Fish Aggregation Devices atau FADs), Bagan (Floating 
net cage), dan Sero, dengan tujuan tangkap ikan pelagis. Pemilik rumpon yang 
akan melakukan penangkapan dengan jaring (purseine) pada lokasi tersebut. 
Dari hasil survey seperti yang ditunjukan Gambar 14 bahwa alat bantu yang 
sangat mendominasi di kepulauan Lease yaitu Bagan dan Rumpon dimana 
nelayan Rumpon dan Bagan menargetkan untuk ikan pelagis sebagai target 
tangkapan.  

 

 
Gambar 14. Jenis alat tangkap dan alat bantu tangkap nelayan di TPK Kepulauan 

Lease. 

  Sumber: Survei pola pemanfaatan nelayan tahun 2018 dan 2019 oleh CTC. 
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1.6.2 Pemanfaatan Situs Kebudayaan 
Salah satu keunggulan dari TPK Kepulauan Lease adalah terdapatnya situs-situs 
sejarah yang menceritakan perjuangan masyarakat Maluku ikut dalam peperangan 
mempertahankan kedaulatan Negera Republik Indonesia dan memiliki situs-situs 
budaya bersejarah lainnya. Kepulauan Lease telah tercatat dalam perdagangan dunia 
sejak abad ke 16. Beberapa situs menarik yang menunjang kepulauan Lease 
diusulkan menjadi salah satu taman pulau kecil adalah sebagai berikut: 

1. Situs sejarah di Pulau Saparua. Benteng Duurstede yang didirikan pada tahun 
1676 oleh Portugis terdapat di jantung Kota Saparua. Benteng ini menjadi momen 
sejarah tentang pentingnya Maluku yang telah menjadi pusat perhatian negara-
negara barat untuk menanamkan kekuasaan dan menguasai rempah-rempah, 
terutama Pala dan Cengkih. Nama Duurstede yang berarti “kota mahal”, sempat 
di rebut oleh pahlawan nasional dari Maluku Thomas Matulessy atau dengan gelar 
Kapitan Pattimura sebagai pemimpin pada 16 Mei 1817, yang kemudian diserang 
dan dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817. Kekhasan Benteng Duurstede 
satu-satunya desain benteng masa kolonial yang berdenah oval dengan luas 
benteng 3970 m², dan luas bangunan di dalam benteng 1.429 m². Meriam-meriam 
dan ruangan-ruangan penyimpanan rempah-rempah yang terdapat di dalamnya 
masih ada dan utuh. Benteng ini terkelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten 
Maluku Tengah dan sering dikunjungi.  

 
Sebagai bagian dari perjalanan sejarah ini, Monumen Kapitan Pattimura dan 
Museum Pattimura dan Gunung Saniri sebagai tempat berunding Kapitan 
Pattimura dan kelompoknya menyusun strategi melawan penyerangan Belanda, 
adalah situs sejarah yang sudah dikelola untuk dikunjungi. Lokasi situs-situs 
bersejarah ini sudah dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor dan posisinya 
masih diseputaran Kota Saparua. Ditambahkan bahwa setiap 14 Mei malam di 
tahun berjalan, ritual upacara adat dengan membuat api dari gesekan bilah bambu 
untuk menyalakan obor Pattimura dan pawai obor tersebut dari tempat upacara ke 
benteng Duurstede dan dengan KRI di bawa dari Pulau Saparua ke pelabuhan 
Tulehu. Di lanjutkan pawai arak-arakan membawa obor sampai dilapangan 
merdeka Ambon pada upacara peringatan hari Pattimura di subuh hari sebelum 
matahari terbit. 
 

2. Situs sejarah di Pulau Nusalaut. Benteng Beverwijk terletak di negeri Sila pulau 
Nusalaut, merupakan situs sejarah sebagai Benteng ini didirikan yang pada tahun 
1654 dan oleh De Vlaming pada tahun 1656, nama sesuai dengan tempat 
kelahirannya di Amsterdam Utara di Belanda. Benteng ini membuktikan sejarah 
pelawanan masyarakat di Maluku melawan kononialisme Belanda. Bersamaan 
dengan situs banteng, di Negeri Abubu di Pulau Nusalaut dapat dikunjungi 
Monumen Martha Christina Tijahahu sebagai pahlawan nasional wanita yang 
memimpin perjuangan di Nusalaut. 
 

3. Situs-situs budaya. Gedung-gedung khas yang terdapat disemua desa. Dikenal 
dengan istilah tiga Tungku yang terdiri dari Rumah Ibadah dengan motif-motif khas 
desa baik Gereja atau Mesjid, Baileo atau rumah adat sebagai tempat pertemuan 
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dilakukannya adat dan upacara, serta kantor Negeri. Pada setiap desa di 
Kepulauan Lease akan ditemukan tiga gedung ini pada lokasi yang berdekatan. 
Situs ini merupakan kekhahasan masyarakat di Kepulauan Lease menata dan 
memadukan kehidupan pemerintahan, adat dan agama. Sebagian Gereja adalah 
gereja-gereja tua peninggalan sejarah seperti Gereja Beth-Eden di Negeri Ameth 
dan Gereja Eben-Haezer di Sila. 

 
4. Penerapan budaya Sasi atau open-closed system. Sasi adalah tradisi dari nenek 

moyang di Maluku dalam menerapkan kearifan dalam pengelolaan sumberdaya di 
darat dan laut bersama ekosistem dan hubungannya dengan manusia. Kepulauan 
Lease sangat terkenal dengan penerapan sasi dan institusi pengontrol yang 
dikenal dengan nama Kewang. Sasi diartikan lebih jauh adalah kumpulan aturan-
aturan untuk memanen hasil sumberdaya alam baik di darat mapupun di laut, 
dengan tujuan utama untuk pelestarian populasi sumberdaya. Semua negeri di 
Kepulauan Lease, masih mengakui Sasi untuk mengontrol perlakuan masyarakat 
terhadap lingkungan dan sumberdaya didalamnya dan setiap negeri mempunyai 
Kewang dalam struktur pemerintahan. Dalam status sekarang ini, masih ada 
beberapa negeri yang masih kuat dalam mengimplementasi tradisi ini, misalnya 
Ihamahu, Nolloth, Portho, Haria, Dusun Pia di Negeri Sirisori Amalatu, Sirisori 
Islam dan Paperu dengan variasi konservasi seperti Sasi Labuan, Sasi Ekosistem 
Bakau, Sasi Teripang (Holothuria sp.), Lola (Trochus Niloticus) dan dan Batu Laga 
(Turbo sp.). Sedangkan negeri-negeri lainnya tidak menerapkan open-closed 
system tetapi mereka tetap mengakui kekuatan Sasi dan Kewang.  

 
Dalam kaitannya dengan pengusulan TPK Kepulauan Lease, Sasi dapat 
merupakan dorongan untuk memperkuat implementasi pengelolaan kawasan, dan 
sebaliknya dengan adanya pengelolaan kawasan, akan menjadi peluang untuk 
revitalisasi negeri-negeri yang mempunyai tradisi Sasi yang mati suri. Pengelolaan 
Kawasan TPK Kepulauan Lease dapat memicu pemerintah negeri untuk bekerja 
sama membangun kembali Sasi dan Kewang yang tidak berjalan, dan mencontoh 
negeri-negeri yang mampu mempertahankan implementasi Sasinya. 

 
1.6.3 Pemanfaatan Pariwisata  
Beberapa lokasi di TPK Kepulauan Lease yang mempunyai potensi pariwisata bahari, 
diantaranya adalah: 

1. Perairan dan Pulau Molana 
2. Perairan Negeri Paperu 
3. Perairan Negeri Ittawaka 
4. Perairan Negeri Ameth 
5. Perairan Negeri Akoon 

Lokasi-lokasi tersebut mempunyai tutupan terumbu karang dan keanekaragaman ikan 
yang tinggi sehingga menarik untuk wisata menyelam dan snorkeling. Selain itu sudah 
ada tiga resort di Pulau Saparua yang menyediakan paket wisata selam dan 
snorkeling yaitu Paperu Cave, Mahu Lodge dan Puti Lessi Indah. Paperu Cape dimiliki 
dan dikelola oleh investor asing, sedangkan Mahu Lodge dan Puti Lessi Indah 
merupakan resort yang dimiliki dan dikelola oleh penduduk lokal TPK Kepulauan 
Lease.  
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1.6.4 Pemanfaatan Ekonomi Lainnya 
Pemanfaatan ekonomi di TPK Kepulauan Lease lebih banyak dari perdagangan 
sumber daya alam. Fasilitas ekonomi antara lain: 

1. Pasar Saparua yang beroperasi setiap Rabu dan Sabtu. 
2. Pelabuhan Ferry di Negeri Kulur dan Negeri Nalahia, Pelabuhan Kapal Cepat 

di Negeri Haria dan Negeri Tuhaha. 
3. Terminal angkutan kota antar negeri di Negeri Saparua. 
4. Bank Maluku dan Bank BRI 
5. Hotel dan Penginapan 

 
1.6.5 Pemanfaatan Pendidikan 
TPK Kepulauan Lease juga merupakan lokasi pendidikan untuk masyarakat lokal dan 
penelitian untuk mahasiswa dan atau peneliti dari Universitas Pattimura dan 
univesitas lainnya di dalam maupun luar negeri. Fasilitas pendidikan di TPK 
Kepulauan Lease tersedia sampai tingkat Sekolah Menengah Umum (Error! 
Reference source not found.), sedangkan tingkat Universitas berada di Ambon.  
 
Tabel 5. Data jumlah sekolah di TPK Kepulauan Lease.  

Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah 
Saparua Haruku Nusalaut 

Sekolah Dasar 41 28 10 
Sekolah Menengah Pertama 10 8 4 
Sekolah Menengah Umum 5 5 2 

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2014. 
 

1.7 Target Konservasi 
Target konservasi, kajian kelayakan, ancaman, strategi dan memantau keberhasilan 
strategi di TPK Kepulauan Lease diidentifikasi pada Pelatihan dan Lokakarya 
Merancang Kawasan Konservasi Perairan yang dilakukan di Ambon, tanggal 22 - 24 
Mei 2018 yang difasilitasi oleh CTC, SEA Project dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dan melibatkan DKP Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku 
Tengah, Penyuluh Perikanan, PSDKP, Universitas Pattimura, Universitas 
Darussalam, LSM (WWF Indonesia, Yayasan Baileo dan LPPM Maluku). 
 
Target konservasi di TPK Kepulauan Lease terdiri dari: 

1. Ekosistem terumbu karang 
2. Ekosistem mangrove 
3. Ekosistem lamun 
4. Dugong 
5. Lokasi pemijahan ikan 

 
1.7.1 Kajian Kelayakan Target Konservasi 
Kajian kelayakan target konservasi (Tabel 6) dimulai dengan mengidentifikasi atribut 
ekologis kunci untuk masing-masing target konservasi. Atribut ekologis kunci adalah 
aspek biologi atau ekologi target yang mendefinisikan kondisi target secara langsung 
dari waktu ke waktu. 
Atribut ekologis kunci dikelompokkan ke dalam tiga kelas: 

1. Ukuran: luasan atau kelimpahan dari target konservasi 
2. Kondisi: komposisi biologis, struktur, dan interaksi biotik yang menjadi ciri 

target konservasi. Contohnya: 
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a. Komposisi (missal: asli atau tidak asli) 
b. Struktur (misal, umur) 
c. Interaksi biotik (misal, reproduksi) 

3. Konteks Bentang Alam (Laut): penilaian terhadap fungsi dan peran target 
konservasi bagi bentang alam yang lebih luas. 

 
Tabel 6. Kajian kelayakan target konservasi di TPK Kepulauan Lease. 

 
 
1.7.2 Ancaman Target Konservasi 
Ancaman utama terhadap target konservasi di TPK Kepulauan Lease terdiri dari: 

1. Penangkapan ikan dengan bom 
2. Penggunaan jangkar kapal di daerah terumbu karang 
3. Penebangan mangrove untuk kayu bakar dan pembangunan 
4. Pembukaan area peisisir untuk pembangunan 
5. Pencemaran dari rumah tangga (sampah) 
6. Penangkapan tidak sengaja oleh nelayan (bycatch)  
7. Penangkapan ikan di lokasi pemijahan ikan 

Peringkat ancaman tersebut diatas terhadap masing-masing target konservasi dikaji 
dengan mempertimbangkan 3 faktor utama yaitu: 

1. Scope – luasan ancaman terhadap target konservasi 
2. Severity – tingkat keparahan jika target konservasi tersebut menghadapi 

ancaman 
3. Irreversebility – tingkat ‘ketak-terbalikan’ atau kemampuan pulih dari target 

konservasi setelah mengalami tekanan atau kerusakan.  
 
Hasil pemeringkatan masing-masing ancaman terhadap target konservasi adalah 
seperti dalam tabel di bawah ini:  
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Tabel 7. Pemeringkatan ancaman terhadap target konservasi di TPK Kepulauan 
Lease 

Ancaman/Target 
Konservasi 

Mangrove Lamun Dugong SPAGS 
Terumbu 
Karang 

Ringkasan 
Peringkat 
ancaman 

Bom ikan X X X X Tinggi Sedang 
Jangkar nelayan X X X X Tinggi Sedang 
Penebangan 
mangrove 

Sedang X X X X Rendah 

Penambangan 
pasir 

Sangat 
tinggi 

Tinggi X X X Tinggi 

Pencemaran 
rumah tangga 

X Tinggi X X X Sedang 

Bycatch X X Tinggi X X Sedang 
Penangkapan 
ikan dilokasi 
penting 

X X X Tinggi X Sedang 

Ringkasan 
peringkat 
ancaman 

Tinggi Tinggi Sedang Sedang Tinggi Tinggi 

Keterangan: X = tidak ada. 
 
1.7.3 Strategi Mengurangi Ancaman 
Tiga strategi utama untuk mengurangi ancaman di TPK Kepulauan Lease adalah 
sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan (capacity 
building) 

2. Pembentukan dan pengaktifan tim patroli bersama dan pengawasan dalam 
konteks penegakan aturan (law enforcement) 

3. Penyusunan peraturan negeri tentang pengelolaan sumber daya alam 
(regulation) 

 
Ketiga strategi ini akan diterjemahkan secara rinci di dalam Bab 3 mengenai rencana 
pengelolaan TPK Kepulauan Lease. 
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1.7.4 Memantau Keberhasilan Strategi 
Indikator keberhasilan dari pengelolaan target konservasi adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 8. Indikator strategi pengelolaan terhadap target konservasi di TPK Kepulauan 

Lease 
Target 

konservasi 
Indikator 

Pengukuran Satuan Standar Indikator 
Terumbu 
karang 

Tutupan 
karang 

% Buruk (0-
24,9) 

Sedang 
(25-
49,9) 

Baik (50-
74,9) 

Baik 
Sekali 
(75-
100) 

Mangrove Kerapatan 
pohon 

Pohon/ha Jarang 
(<1000) 

Sedang 
(1000-
1500) 

Sangat 
padat 
(>1500) 

- 

Lamun Tutupan 
lamun 

% Miskin 
(<29,9) 

Kurang 
kaya 
(30-
59,9) 

Kaya 
(>60) 

- 

Dugong Frekuensi 
kemunculan 

Individu Rendah (0) Sedang 
(1-2) 

Tinggi 
(>3) 

- 

Lokasi 
Pemijahan 
Ikan 

Luasan Hektar Rendah (0-
0,4) 

Sedang 
(0,5-
0,9) 

Tinggi 
(1-2) 

- 
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BAB II PENATAAN ZONASI 
2.1 Zonasi  
Berdasarkan hasil scoring penentuan jenis kawasan dengan menggunakan tools 
(perangkat) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama 
para pemangku kepentingan yang terkait diperoleh hasil jenis kawasan yang sesuai 
untuk Kepulauan Lease adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(KKP3K) dengan tipe kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) dengan luas total kawasan 
adalah 67.484,19 hektar yang terdiri dari 67.379,56 hektar perairan dan 104,63 hektar 
daratan. Dengan mengacu kepada Permen 17/2008 maka sistem zonasi di TPK 
Kepulauan Lease akan dibagi menjadi tiga yaitu a) Zona Inti, b) Zona Pemanfaatan 
Terbatas, c) Zona lainnya.  
 
Kegiatan pemanfaatan telah diatur sesuai dengan peruntukan masing-masing zona 
untuk tujuan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan selain 
kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen RPZ ini dapat dilakukan selama 
dilengkapi dokumen teknis kajian lingkungan dan sumber daya kelautan, serta dapat 
memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di Kepulauan Lease dan juga 
mendukung strategi pengelolaan TPK Kepulauan Lease. Kegiatan perikanan tidak 
dapat dilakukan pada zona inti yang telah diidentifkasi dan disepakati bersama. 
 
Penataan zonasi TPK Kepulauan Lease dilakukan berdasarkan karakteristik biologi-
ekologi, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dalam kawasan. Rekomendasi hasil 
penelitian, studi pustaka, hasil konsultasi publik I, II dan diskusi fokus dan terarah di 
tingkat Negeri bersama masyarakat, kecamatan, kabupaten hingga level provinsi 
serta rapat bersama kelompok kerja KKP3K Provinsi Maluku maka diperoleh rencana 
zonasi TPK Kepulauan Lease sebagai berikut (Gambar 14). 
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Gambar 15. Peta rencana zonasi di TPK Kepulauan Lease. 

2.2 Potensi Setiap Zona 
TPK Kepulauan Lease seluas 67.4848,19 hektar (67.379,56 hektar perairan dan 
104,63 hektar daratan) terdiri dari 1.567,25 hektar (2,32%) zona inti, 1.075,09 hektar 
(1,59%) subzona pariwisata, 63.644,09 hektar (94,31%) subzona perikanan tangkap, 
882,58 hektar (1,31%) subzona pemanfaatan tradisional, 219,99 hektar (0,33%) 
subzona rehabilitasi, 82,74 hektar (0,12%), dan 12,46 hektar (0,02%) subzona 
pelabuhan. Luas zona inti TWP Pulau Ay – Pulau Rhun sesuai dengan persyaratan 
yang tercantum pada pasal 9 Permen KP no.30 tahun 2018 yang menyatakan bahwa 
luas zona inti minimal 2% dari total luas kawasan. 

Tabel 9.Luasan dan persentase masing-masing zona dan subzona di wilayah TPK 
Kepulauan Lease1. 

Zona Subzona 
Luas Zona 

(Ha) 
Persentase Luas Zona 

(%) 
Inti Inti 1567,25 2,32 

Pemanfaatan 
Terbatas 

Pariwisata 1075,09 1,59 

Perikanan Tangkap 63644,09 94,31 
Pemanfaatan 
Tradisional 882,58 1,31 

Lainnya 
Rehabilitasi 219,99 0,33 

Sasi 82,74 0,12 

 
1Nilai persentase masing-masing zona (Tabel 8) diperoleh dari rumus : 

/!"#$	&#$'()*&#$'()	+,(#	#-#"	$".+,(#-,-#!	!"#$	/#0#$#( 0 1100%. 
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Pelabuhan 12,46 0,02 

TOTAL 67484,19 100,00 
Masing-masing zona dan subzona memiliki potensi habitat penting seperti ekosistem 
terumbu karang, lamun, dan mangrove. Ketiga habitat penting ini ditemukan di zona 
inti, subzona pariwisata, subzona perikanan tangkap dan subzona lainnya hanya 
ditemukan satu atau dua habitat penting saja (Tabel 10). Sekurang-kurangnya daerah 
pemanfaatan non-ekstraktif atau no take zone melindungi 30% ekosistem penting 
yang berada di dalam kawasan seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove. Di TPK 
Kepulauan Lease, no take zone yang terdiri dari zona inti dan subzona pariwisata 
telah melindungi 769,92 hektar (20,12%) terumbu karang, 64,58 hektar (29,54%), dan 
106,8 hektar (92,13%) dari total luas masing-masing ekosistem (Tabel 10). 

Tabel 10. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah TPK Kepulauan Lease2 

Zona dan 

Subzona 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Inti* 273,52 21,54 104,79 1167,40 7,15 9,85 90,39 1,844 
Pemanfaatan Terbatas 

Pariwisata* 496,40 43,04 2,01 533,64 12,97 19,69 1,74 0,843 
Perikanan 
Tangkap 2681,01 150,35 8,63 60804,10 70,04 68,78 7,44 96,024 

Pemanfaatan 
Tradisional 250,77 0,00 0,50 631,31 6,55 0,00 0,43 0,997 

Lainnya 

Rehabilitasi 46,69 3,67 0,00 169,62 1,22 1,68 0,00 0,268 
Sasi 68,70 0,00 0,00 14,03 1,79 0,00 0,00 0,022 
Pelabuhan 10,91 0,00 0,00 1,55 0,29 0,00 0,00 0,002 

TOTAL 3828,01 218,60 115,93 63321,65 100,00 100,00 100,00 100,00 

* no take zone atau daerah pemanfaatan non-esktraktif 
 
Potensi masing – masing zonasi di TPK Kepulauan Lease dengan uraikan sebagai 
berikut: 

2.2.1 Zona Inti 

Zona Inti TPK Kepulauan Lease memiliki luas sebesar 1.567,25 hektar atau 2,32% 
dari total luas TPK Kepulauan Lease. Luasan Zona Inti ini terdiri dari 1.465,18 hektar 
luas perairan dan 102,07 hektar luas daratan untuk melindungi mangrove yang berada 
di bagian daratan zona inti.  Zona ini merupakan zona yang mempunyai nilai 
konservasi tinggi, sangat rentan dan tidak diijinkan melakukan kegiatan apapun 
kecuali untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan 
pendidikan. Zona Inti di TPK Kepulauan Lease memiliki target pengelolaan 
perlindungan ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem 
mangrove, dugong dan lokasi pemijahan (spawning) ikan ekonomis penting seperti 

 
2Persentase habitat penting (Tabel 9) diperoleh dari masing-masing total luas ekosistem di dalam kawasan. 
Misalkan, persentase terumbu karang di zona inti diperoleh dengan rumus : 
( 12343	5672892	:373;<	=>	?@;3	>;5>
5@53A	A234	5672892	:373;<	=>	:3B343;)1100%. 
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Sunu (Plectropomus sp.), Kerapu (Epinephelus sp.) dan Ikan Napoleon (Cheilinus 
undulatus). Zona inti juga diperuntukan bagi perlindungan habitat dan ruaya Penyu 
Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) dan spesies karismatik 
seperti Dugong (Dugong dugon) dan Pari Manta (Manta alfredi).  
 
Enam Zona Inti yang diusulkan dalam kawasan TPK Kepulauan Lease sudah memiliki 
kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Masing-masing Zona Inti memiliki 
keterwakilan dari tiga ekosistem penting, walaupun ketiganya tidak selalu ditemukan 
dalam satu zona yang sama. Zona Inti 1 yang terletak di Porto Hutan, Negeri Porto 
(Gambar 16) memiliki luasan 166,77 hektar yang terdiri dari 128,73 hektar luas 
perairan dan 38,05 hektar luas daratan untuk melindungi ekosistem mangrove. Pada 
zona ini ditemukan tiga ekosistem penting dengan luasan masing-masing yaitu 
terumbu karang seluas 45,00 hektar (1,18%), lamun seluas 2,21 hektar (1,01%), 
mangrove 40,15 hektar (34,64%) dari total luas ekosistem masing-masing. 
Berdasarkan survei biofisik CTC bersama mitra tahun 2018, persentase tutupan 
terumbu karang sebesar 24,0% dan rata-rata biomassa ikan karang sebesar 662 
kg/ha. Pada dasarnya, persentase terumbu karang terbilang rendah dan tergolong 
kategori buruk, namun potensi ikan karangnya relatif baik. Selain tiga ekosistem 
penting, Zona Inti ini juga melindungi habitat untuk dugong dengan luas 105,13 hektar 
untuk area mencari makan dan bermain. 

 
Gambar 16. Zona Inti di Negeri Porto dan Negeri Kulur 

Zona Inti 2 yang terletak di Pantai Kulur, Negeri Kulur (Gambar 16) memiliki luasan 
218,07 hektar terdiri dari 161,55 hektar luas perairan dan 56,51 hektar luas daratan 
untuk melindungi ekosistem mangrove. Sama halnya dengan zona inti 1, zona ini juga 
ditemukan tiga ekosistem penting dengan luasan masing-masing yaitu terumbu 
karang seluas 149,33 hektar (3,90%), lamun seluas 7,49 hektar (3,42%), dan 
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mangrove seluas 57,49 hektar (49,59%) dari total luas ekosistem masing-masing. 
Tutupan mangrove di zona ini paling tinggi dibanding lokasi lainnya. Berdasarkan 
survei biofisik CTC bersama mitra tahun 2018, persentase tutupan terumbu karang 
sebesar 49,3% dan rata-rata biomassa ikan karang sebanyak 327 kg/ha. 
 
Zona Inti 3 (Gambar 17) yang membentang dari Negeri Ittawaka sampai Negeri Noloth 
dengan jarak 120 meter dari tubir karang, sehingga pada zona inti ini tidak ditemukan 
terumbu karang, lamun, dan mangrove. Luas Zona Inti dengan luas 739,50 hektar 
atau setara dengan 1,10% dari total luas kawasan. Zona ini untuk perlindungan 
submerged reef (karang yang tenggelam), mamalia laut dan perikanan laut dalam. 

 
Gambar 17. Zona Inti di Negeri Ittawaka dan Noloth 

Zona Inti 4 yang terletak di Negeri Abubu (Gambar 18) memiliki luasan 218,86 hektar 
terdiri dari 212,72 hektar luas perairan dan 6,14 hektar luas daratan untuk melindungi 
ekosistem mangrove. Zona ini terdapat dua ekosistem penting yaitu terumbu karang 
seluas 22,30 hektar (0,58%) dan mangrove seluas 5,81 hektar atau 5,01% dari total 
luas ekosistem masing-masing. Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, 
persentase tutupan terumbu karang sebesar 41,2% dan memiliki biomassa ikan 
karang tertinggi diantara 27 lokasi pengamatan biofisik tahun 2018 sebanyak 5.875 
kg/ha atau tergolong kedalam kategori luar biasa. Selain itu, di Negeri Abubu 
ditemukan beberapa karang massive (karang berbentuk batu) besar yang telah 
berumur diatas 100 tahun. 
 
Zona Inti 5 yang membentang dari Negeri Leinitu sampai Negeri Sila (Gambar 18) 
memiliki luasan 22,17 hektar terdiri dari 20,80 hektar luas perairan dan 1,37 hektar 
luas daratan untuk melindungi ekosistem mangrove. Zona ini ditemukan dua 
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ekosistem penting yaitu terumbu karang seluas 16,90 hektar (0,44%) dan mangrove 
seluas 1,34 hektar atau 1,15% dari total luas ekosistem masing-masing. 

 
Gambar 18. Zona Inti di Negeri Akoon dan Negeri Leinitu - Sila 

Zona Inti 6 yang terletak di selatan Pulau Molana, Negeri Haria (Gambar 19) memiliki 
luasan 201,88 hektar atau setara dengan 0,30% dari total luas kawasan. Zona ini 
terdapat dua ekosistem penting yaitu terumbu karang seluas 39,99 hektar (1,04%) 
dan mangrove seluas 11,84 hektar atau 5,42% dari total luas ekosistem masing-
masing. Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, persentase tutupan terumbu 
karang sebesar 44,4% dan memiliki biomassa ikan karang sebanyak 642 kg/ha. Zona 
Inti sebelah timur Pulau Molana sering dijadikan sebagai lokasi penyelaman oleh 
wisatawan, namun dikarenakan permintaan langsung dari masyarakat Negeri Haria 
untuk menjadikan lokasi ini sebagai Zona Inti agar ekosistemnya tetap terjaga dan 
terlindungi. 
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Gambar 19. Zona Inti di Pulau Molana, Negeri Haria 

Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi Zona Inti TPK Kepulauan Lease 
secara rinci disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12. 
 
Tabel 11. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan potensi Zona Inti TPK Kepulauan 
Lease.  

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point (Lampiran 

2) 

Luasan 

(Ha) 
Potensi 

Kecematan Negeri 

A Zona Inti 

1 Porto 
Hutan Saparua Porto 97,98,99,100,101, 

102,103,104 166,77 

Ekosistem 
Terumbu 
Karang, 
Lamun, 
Mangrove, 
Dugong. 

2 Kulur Saparua Kulur 

105,106,107,108, 
109,110,111,112,113 
,114,115,116,117,118 

,119,120,121,122, 
123,124 

218,07 

Ekosistem 
Terumbu 
Karang, 
Lamun, 
Mangrove. 

3 
Itawaka 
dan 
Noloth 

Saparua 
Timur 

Ittawaka 
dan 
Noloth 

125,126,127,128, 
129 739,50 

submerged 
reef (karang 
yang 
tenggelam) dan 
perikanan laut 
dalam 

4 Abubu Nusa Laut Abubu 130,131,132,133, 
134,135,136,137, 218,86 Ekosistem 

Terumbu 
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ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point (Lampiran 

2) 

Luasan 

(Ha) 
Potensi 

Kecematan Negeri 

138,139,140,141, 
142,143,144,145,146 

Karang, 
Mangrove, 
Napoleon, 
Dugong. 

5 Leinitu - 
Sila Nusa Laut Leinitu 

147,148,149,150,151 
,152,153,154,155,156 

,157,158 
22,17 

Ekosistem 
Terumbu 
Karang, 
Mangrove, 
Napoleon. 

6 Pulau 
Molana Saparua Haria 159,160,161,162, 

163,164 201,88 

Ekosistem 
Terumbu 
Karang, 
Lamun. 

 
Tabel 12.Luasan dan persentase habitat penting di wilayah zona inti TPK Kepulauan 
Lease3. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

1 45,00 2,21 40,15 79,41 1,18 1,01 34,64 0,13 
2 149,33 7,49 57,49 3,76 3,90 3,42 49,59 0,01 
3 0,00 0,00 0,00 739,50 0,00 0,00 0,00 1,17 
4 22,30 0,00 5,81 190,75 0,58 0,00 5,01 0,30 
5 16,90 0,00 1,34 3,92 0,44 0,00 1,15 0,01 
6 39,99 11,84 0,00 150,04 1,04 5,42 0,00 0,24 

TOTAL 273,52 21,54 104,79 1167,40 7,15 9,85 90,39 1,84 

 
2.2.2 Zona Pemanfaatan Terbatas 

Zona pemanfaatan terbatas merupakan zona penyangga proses-proses ekologis 
yang ada di dalam TPK Kepulauan Lease diperuntukan sebagai ruang pemanfaatan 
yang tetap mengedepankan upaya perlindungan habitat, populasi sumber daya ikan 
dan mengutamakan proses pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 
Zona pemanfaatan terbatas di TPK Kepulauan Lease memiliki luasan sebesar 
65.601,76 hektar atau setara dengan 97,21% dari total luas kawasan. Zona 
pemanfaatan terbatas di bagi menjadi tiga sub zona yaitu: a) Subzona Pariwisata, b) 
Subzona Perikanan Tangkap dan c) Subzona Pemanfaatan Tradisional. 
 
1. Subzona Pariwisata 

Subzona pariwisata TPK Kepulauan Lease memiliki luas sebesar 1.075,09 hektar 
atau setara dengan 1,59 dari total luas kawasan. Subzona pariwisata memliki daya 
Tarik wisata seperti karakteristik keindahan alam, keindahan bawah laut, keindahan 

 
3Persentase terumbu karang, lamun, dan perikanan pelagis dan demersal  masing-masing zona inti diperoleh 
dari masing-masing total luas ekosistem masing-masing di dalam kawasan. Misalkan, persentase terumbu 
karang di zona inti 1 diperoleh dengan rumus : ( 12343	5672892	:373;<	=>	?@;3	>;5>	C

5@53A	A234	5672892	:373;<	=>	:3B343;)1100%. 
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pantai, serta memiliki habitat penting yang dapat mendukung keberlangsungan 
sumber daya. Subzona pariwisata ini diperuntukan sebagai lokasi pengembangan 
wisata bahari dan merupakan wilayah “larang ambil” yang berarti melarang aktifitas 
perikanan. Pengembangan wisata dilakukan dengan kegiatan komersial non-
perikanan seperti wisata bahari, olahraga air, turtle watching (melihat penyu), 
Cetacean and Marine Mammals Watching (melihat lumba-lumba dan paus), 
penelitian, pengembangan dan pendidikan. 
 
Subzona pariwisata 7 dan 8 terletak di Negeri Hulaliu (Gambar 20) memiliki luasan 
masing-masing sebesar 41,58 hektar (0,06%) dan 33,29 hektar (0,05%) dari total luas 
kawasan. Subzona pariwisata 7 dan 8 memiliki potensi terumbu karang masing-
masing seluas 17,45 hektar (0,46%) dan 11,74 hektar (0,31%) dari total luas terumbu 
karang didalam kawasan. Didua subzona ini tidak ditemukan ekosistem lamun dan 
mangrove sehingga peruntukan subzona ini untuk melindungi terumbu karang dan 
wisata menyelam serta snorkeling. Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, 
subzona pariwisata 8 memiliki persentase tutupan terumbu karang tertinggi diantara 
27 lokasi lainnya. Persentase tutupan terumbu karang di subzona pariwisata 8 
sebesar 68,0% atau tergolong kedalam kategori baik dan rata-rata biomassa ikan 
karang sebanyak 2.223 kg/ha. Jika dilihat dari besarnya potensi yang dimiliki, subzona 
pariwisata 8 sangat berpotensi sebagai zona inti, namun masyarakat lebih 
menginginkan dijadikan sebagai lokasi wisata menyelam dan snorkeling.  

 
Gambar 20. Subzona Pariwisata di Negeri Hulaliu, Pantai Sirsaoni Negeri Porto, dan 

Negeri Kulur. 
Subzona pariwisata 9 yang terletak di Pantai Sirsaoni, Negeri Porto (Gambar 20) 
memiliki luasan sebesar 53,37 hektar atau setara dengan 0,08% dari total luas 
kawasan. Di subzona ini tidak terdapat ekosistem lamun dan mangrove, namun 
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terdapat terumbu karang seluas 32,30 hektar atau 0,84% dari total luas terumbu 
karang di TPK Kepulauan Lease. Pantai Sirsaoni telah dialokasikan di dalam rencana 
pengembangan pariwisata Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku tengah, sehingga 
pengembangan pariwisata di pantai ini akan sinkron dengan pengembangan 
pariwisata Kabupaten Maluku Tengah. 
 
Subzona pariwisata 10 yang terletak di ujung Negeri Kulur (Gambar 20) memiliki 
luasan sebesar 108,53 hektar atau setara dengan 0,16% dari total luas kawasan. Di 
subzona ini ditemukan dua ekosistem, dimana terumbu karang memiliki luasan 
sebesar 83,87 hektar (2,19%) dan lamun 19,93 hektar (9,12%) dari total luas masing-
masing ekosistem di dalam kawasan. Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, 
persentase tutupan terumbu karang di Negeri Kulur sebesar 28,3% dan rata-rata 
biomassa ikan karang sebanyak 837 kg/ha. Lokasi ini disarankan sebagai subzona 
pariwisata oleh masyarakat Negeri Kulur dikarenakan lokasi ini akan dikembangkan 
sebagai lokasi wisata. 
 
Subzona pariwisata 11 yang membentang dari Negeri Ittawaka sampai Negeri Noloth 
(Gambar 21) memiliki luasan sebesar 292,98 hektar atau setara dengan 0,43% dari 
total luas kawasan. Subzona ini diperuntukan untuk perlindungan terumbu karang 
seluas 158,21 hektar atau setara dengan 4,13 dari total luas terumbu karang didalam 
kawasan. Di subzona ini tidak ditemukan ekosistem lamun dan mangrove. 
Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, persentase tutupan terumbu karang di 
Negeri Noloth sebesar 48,8% dan rata-rata biomassa ikan karang sebanyak 1.132 
kg/ha, sedangkan persentase tutupan terumbu karang di Negeri Ittawaka sebesar 
52,5% dan rata-rata biomassa ikan karang sebanyak 465 kg/ha. Jika dilihat 
berdasarkan potensi yang dimiliki lokasi ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai zona 
inti, namun dijadikan sebagai subzona pariwisata dikarenakan lokasi ini sering 
dijadikan sebagai lokasi wisata menyelam dan masyarakat Negeri Noloth dan 
Ittawaka menyetujuinya. 
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Gambar 21. Subzona Pariwisara di Negeri Ittawaka dan Negeri Noloth 

Subzona pariwisata 12 yang membentang di sepanjang perairan Negeri Booi dengan 
jarak dari garis pantai 100 – 300 meter ke arah laut (Gambar 22). Subzona pariwisata 
di Negeri Booi diusulkan langsung oleh masyarakat dengan tujuan untuk melindungi 
pemanfaatan sumber daya yang berlebih yang dilakukan masyarakat dari luar Negeri 
Booi. Masyarakat Negeri Booi sadar bahwa melindungi terumbu karang adalah hal 
penting, sehingga masyarakat menyarankan untuk melindungi terumbu karang tapi 
masih dapat dimanfaatkan dengan tujuan wisata. Subzona ini memiliki luasan sebesar 
105,19 hektar (0,16%) dengan melindungi terumbu karang seluas 64,60 hektar 
(1,69%) dan lamun seluas 3,97 hektar (1,82%) dari total luas ekosistem masing-
masing. Dengan melindungi lamun di Negeri Booi, maka akan ikut melindungi habitat 
dugong di Negeri Booi seluas 6.65 hektar untuk mencari makan dan bermain. 
Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, persentase tutupan terumbu karang di 
Negeri Booi sebesar 31,0% dan rata-rata biomassa ikan karang sebanyak 525 kg/ha. 
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Gambar 22. Subzona Pariwisata di Negeri Booi dan Pulau Molana Negeri Haria 

Subzona pariwisata 13 yang terletak di Negeri Ameth (Gambar 23) memiliki luasan 
163,43 hektar atau setara dengan 0,24% dari total luas kawasan. Subzona pariwisata 
ini diletakkan dari tubir karang sampai 400 meter ke arah laut. Bagian tubir karang 
sampai pantai dialokasikan sebagai pemanfaatan tradisional. Subzona ini melindungi 
terumbu karang seluas 48,80 hektar atau 1,27% dari total luas terumbu karang di 
dalam kawasan. Berdasarkan survei lokasi pemijahan ikan karang yang dilaksanakan 
oleh CTC pada tahun 2018 dan 2019, lokasi ini diidentifikasi sebagai lokasi pemijahan 
beberapa jenis ikan seperti ikan kakap (midnight dan black snapper – Macolor sp.), 
ikan kulit pasir (Achanthurus sp), dan ikan kuwe (Caranx sp). Persentase tutupan 
terumbu karang di Negeri Ameth sebesar 64,0% dan rata-rata biomassa ikan karang 
sebanyak 4.916 kg/ha (Ihsan dkk., 2018). Pada saat tim melakukan penyusunan 
rencana zonasi, lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang sangat berpotensi 
dijadikan sebagai zona inti. Namun, pada saat melakukan konsultasi publik bersama 
masyarakat Negeri Ameth, masyarakat tidak menyetujui jika dijadikan sebagai zona 
inti dikarenakan lokasi ini telah dikembangkan sebagai lokasi wisata dan telah banyak 
dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Saat ini, Pemerintah Negeri 
Ameth telah menerapkan sistem pungutan (retribusi) untuk kegiatan penyelaman di 
Negeri Ameth. Aturan restribusi ini telah diatur dengan Peraturan Negeri Ameth dan 
di dalam pengembangan pariwisata sedang menginisiasi kerja sama dengan Jaringan 
Angkutan Kapal Rekreasi (JANGKAR). 



37 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

 
Gambar 23. Subzona Pariwisata di Negeri Ameth, Negeri Sila, dan Negeri Leinitu 

Subzona pariwisata 14 yang terletak di Negeri Sila (Gambar 23) memiliki luasan 25,20 
hektar (0,04%) yang terdiri dari 22,87 hektar luas perairan dan 2,34 hektar luas 
daratan untuk melindungi ekosistem mangrove seluas 2,01 hektar atau 1,74% dari 
total luas ekosistem mangrove di TPK Kepulauan Lease. Selain melindungi ekosistem 
mangrove, subzona ini juga melindungi terumbu karang seluas 17,49 hektar atau 
0,46% dari total luas ekosistem terumbu karang di TPK Kepulauan Lease. 
 
Subzona pariwisaya 15 yang membentang dari Negeri Sila sampai Negeri Leinitu 
(Gambar 23) memiliki luasan 53,61 hektar atau 0,08% dari total luas kawasan. 
Subzona ini melindungi terumbu karang seluas 36,38 hektar atau 0,95% dari total 
ekosistem terumbu karang didalam kawasan. Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 
2018, persentase tutupan terumbu karang di Negeri Leinitu sebesar 42,0% dan rata-
rata biomassa ikan karang sebanyak 624 kg/ha. Masyarakat Leinitu menyarankan 
lokasi ini untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata untuk memberikan pemasukan 
untuk negeri. 
 
Subzona pariwisata 16 yang membentang dari sebelah timur sampai barat pulau 
Molana (Gambar 22) memiliki luasan 197,89 hektar (0,29%) yang terdiri dari 197,66 
hektar luas perairan dan 0,23 hektar luas daratan yang akan dikembangkan sebagai 
lokasi wisata pantai. Wilayah daratan seluas 0,23 hektar di Pulau Molana dialokasikan 
sebagai lokasi wisata pantai dikarenakan lokasi ini telah sering dikunjungi untuk 
kegiatan wisata pantai oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, di 
pulau ini juga telah ada Molana Island Resort milik masyarakat Haria. Subzona ini 
melindungi terumbu karang seluas 25,55 hektar (0,67%) dan lamun seluas 19,13 
hektar atau  8,75% dari total luas ekosistem masing-masing. Jika dilihat dari potensi 
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yang dimiliki, subzona ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai zona inti, namun pada 
kegiatan konsultasi publik di Negeri Haria, masyarakat menyarankan untuk dijadikan 
sebagai lokasi wisata menyelam dan snorkeling. 
 
koordinat batas, luas dan potensi Subzona pariwisata secara rinci disajikan pada 
Tabel 13 dan Tabel 14. 
 
Tabel 13. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan potensi Subzona Pariwisata TPK 

Kepulauan Lease. 

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point (Lampiran 

2) 

Luasan 

(Ha) 
Potensi 

Kecematan Negeri 

B Subzona Pariwisata 

7 Hulaliu Haruku Hulaliu 165,166,167,168 41,58 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

8 Hulaliu Haruku Hulaliu 169,170,171,172 33,29 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

9 Pantai 
Sirsaoni Saparua Porto 173,174,175,176 53,37 

Wisata 
Menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling), 
wisata pantai. 

10 Kulur Saparua Kulur 177,178,179,180 108,53 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

11 
Noloth 
dan  
Itawaka 

Saparua 
Timur 

Noloth 
dan 
Ittawaka 

125,126,181,182, 
183,184,185 292,98 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

12 Booi Saparua Booi 
186,187,188,189, 
190,191,192,193, 

194,195 
105,19 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

13 Ameth Nusa Laut Ameth 

196,197,198,199, 
200,201,202,203, 
204,205,206,207, 

208,209 

163,43 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling), 
wisata pantai. 

14 Sila Nusa Laut Sila 77,78,79,80,81, 
210,211,212 25,20 

Wisata 
Mangrove, 
wisata 
menyelam, 
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selam 
permukaan 
(snorkeling). 

15 Leinitu - 
Sila Nusa Laut Leinitu 147,148,213,214, 

215 53,61 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling). 

16 Pulau 
Molana Saparua Haria 

88,89,90,91,92, 
93,94,95,96,159, 

160,216,217,218,219 
197,89 

Wisata 
menyelam, 
selam 
permukaan 
(snorkeling), 
wisata pantai. 

 
Tabel 14. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Pariwisata TPK 

Kepulauan Lease. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

7 17,45 0,00 0,00 24,13 0,46 0,00 0,00 0,04 
8 11,74 0,00 0,00 21,55 0,31 0,00 0,00 0,03 
9 32,30 0,00 0,00 21,07 0,84 0,00 0,00 0,03 
10 83,87 19,93 0,00 4,73 2,19 9,12 0,00 0,01 
11 158,21 0,00 0,00 134,77 4,13 0,00 0,00 0,21 
12 64,60 3,97 0,00 36,61 1,69 1,82 0,00 0,06 
13 48,80 0,00 0,00 114,63 1,27 0,00 0,00 0,18 
14 17,49 0,00 2,01 5,70 0,46 0,00 1,74 0,01 
15 36,38 0,00 0,00 17,23 0,95 0,00 0,00 0,03 
16 25,55 19,13 0,00 153,21 0,67 8,75 0,00 0,24 

TOTAL 496,40 43,04 2,01 533,64 12,97 19,69 1,74 0,84 

 
2. Subzona Perikanan Tangkap 

Subzona perikanan tangkap di dalam TPK Kepulauan Lease merupakan subzona 
yang memiliki nilai konservasi tetapi dapat ditoleransi untuk tujuan pemanfaatan 
perikanan berkelanjutan. Subzona perikanan tangkap ini ditujukan untuk aktifitas yang 
selama ini dilakukan oleh masyarakat, dan penangkapan ikan oleh nelayan kecil 
dengan kapal maksimum ukuran 10 GT. Peruntukan masing-masing subzona 
perikanan tangkap diarahkan untuk: (1) perlindungan habitat dan populasi sumber 
daya ikan, (2) penangkapan ikan dengan alat dan cara ramah lingkungan, (3) 
budidaya perikanan ramah lingkungan, (4) penelitian dan pengembangan, dan (5) 
pendidikan. 
 
Luas subzona perikanan tangkap di Kepulauan Lease (Gambar 15) memiliki luasan 
63.644,09 hektar atau 94,31% dari total luas kawasan. Subzona ini melindungi 
terumbu karang seluas 2.681,01 hektar (70,04%), lamun seluas 150,35 hektar 
(68,78%), dan mangrove seluas 8,63 hektar (7,44%) dari total luas ekosistem masing-
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masing. Sekitar 50 hektar lamun di Kepulauan Lease merupakn habitat dugong untuk 
mencari makan dan bermain, maka dengan melindungi lamun di Kepulauan Lease 
akan dapat melindungi habitat dugong. Selain spesies dugong, hewan karismatik dan 
dilindungi yang ditemukan di Kepulauan Lease yaitu Mamalia Laut. Jenis mamalia laut 
yang ditemukan di Kepulauan Lease yaitu Spinner dolphin, Blue Whale, Pygmy Blue 
Whale Whale (CTC 2016 dan Agustin 2019), Sperm whale (Sari Tolvanen - personal 
communication tahun 2019), bottlenose dolphin (personal observation), ikan pelagis 
dan demersal seperti cakalang, tuna, tongkol, layang, selar, kembung, julung-julung, 
terbang, kerapu, kuwe, kakap, kakap merah, lalosi kuning.  
 
Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi Subzona perikanan tangkap secara 
rinci disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16. 
 
Tabel 15. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan potensi Subzona Perikanan 

Tangkap TPK Kepulauan Lease. 

ID Lokasi 

Wilayah 

Administrasi 
ID Point (Lampiran 

2) 

Luasan 

(Ha) 
Potensi 

Kecematan Negeri 

C Subzona Perikanan Tangkap 

17 Kepulauan 
Lease 

Haruku, 
Saparua, 
Nusalaut 

26 
Negeri 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28,29, 
30,31, 32,33,34,35, 

36,37 

63.644,09 

Cakalang, 
Tuna, 
Tongkol, 
Layang, 
Selar, 
Kembung, 
Julung-
Julung, 
Terbang, 
Kerapu, 
Kuwe, 
Kakap, 
Kakap 
Merah, 
Lalosi 
Kuning 

 
Tabel 16. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Perikanan 

Tangkap TPK Kepulauan Lease. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis dan 

Demersal 

17 2681,01 150,35 8,63 60804,10 70,04 68,78 7,44 96,024 
  
3. Subzona Pemanfaatan Tradisional 

Subzona pemanfaatan tradisional mengakomodir pola pemanfaatan wilayah perairan 
maupun daratan di masing-masing negeri yang memiliki pengelolaan tersendiri. 
Subzona ini memungkinkan masyarakat di negeri tertentu untuk melakukan aktifitas 
pemanfaatan yang telah disepakati di tingkatan negeri dengan tetap 
mempertimbangkan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Subzona pemanfaatan di 
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TPK Kepulauan Lease memiliki luasan 882,58 hektar atau 1,31% dari total luas 
kawasan. 
 
Subzona pemanfaatan tradisional 18 yang terletak di Negeri Ameth (Gambar 24) 
memiliki luasan 166,71 hektar atau 0,25% dari total luas kawasan. Subzona ini 
melindungi terumbu karang seluas 157,65 hektar (4,12%) dan mangrove seluas 0,17 
hektar atau 0,15% dari total luas ekosistem masing-masing. Subzona ini disarankan 
oleh masyarakat Negeri Ameth untuk mengakomodir kegiatan penangkapan ikan 
pada saat air surut (Bameti), kegiatan penangkapan ikan yang hanya menggunakan 
pancing (penangkapan ikan menggunakan jaring dilarang), serta untuk kegiatan 
budidaya “lumpur” atau sejenis rumput laut khas Negeri Ameth pada bulan dan hari 
tertentu. 
 
Subzona pemanfaatan tradisional 19 yang terletak di Negeri Akoon (Gambar 24) 
memiliki luasan 715,87 hektar atu 1,06% dari total luas kawasan. Subzona ini 
melindungi terumbu karang seluas 93,13 hektar (2,43%) dan lamun seluas 0,33 hektar 
atau 2,43% dari total luas ekosistem masing-masing di TPK Kepulauan Lease. 
Berdasarkan survei biofisik CTC tahun 2018, persentase tutupan terumbu karang di 
Negeri Akoon sebesar 49,0% dan rata-rata biomassa ikan karang sebesar 2.122 
kg/ha. Subzona ini untuk mengakomodir pengelolaan sumber daya laut yang telah 
dilakukan oleh masyarakat Negeri Akoon yang didukung oleh Yayasan Baileo Maluku. 
Masyarakat dan Pemerintah Negeri Akoon mengatur perairan di sekitar Negeri Akoon 
untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem, kegiatan wisata, dan perikanan 
tangkap tradisional. Kemudian, rencana pengelolaan Negeri Akoon ini diakomodir di 
dalam Rencana Zonasi TPK Kepulauan Lease sebagai Subzona Pemanfaatan 
Tradisional. Pemanfaatan dan pengelolaan Subzona ini akan diatur secara lebih detail 
dengan Peraturan Negeri Akoon dengan tetap mempertimbangkan aspek 
pemanfaatan yang ramah lingkungan. 

 
Gambar 24. Zonasi di Negeri Ameth dan Negeri Akoon 
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Batas wilayah, koordinat batas, luas dan pemanfaatan Subzona Pemanfaatan 
Tradisional secara rinci disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18. 
 
Tabel 17.Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan pemanfaatan di Subzona 

Pemanfaatan Tradisional di TPK Kepulauan Lease. 

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point 

(Lampiran 2) 

Luasan 

(Ha) 
Pemanfaatan 

Kecematan Negeri 

D Subzona Pemanfaatan Tradisional 

18 Ameth Nusalaut Ameth 
196,203,204,205, 
206,207,208,209, 

220,221,222 
166,71 

Penangkapan ikan 
dengan pancing 
dan bameti, 
budidaya “Lumpur” 
atau jenis rumput 
laut khas Nusalaut 

19 Akoon Nusalaut Akoon 
200,201,202,203, 
220,221,223,224, 
225,226,227,228 

715,87 

Perlindungan dan 
pemulihan 
ekosistem, 
perikanan 
tradisional, 
kegiatan wisata, 
dan kegiatan adat 

 
Tabel 18. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Pemanfaatan 

Tradisional TPK Kepulauan Lease 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

18 157,65 0,00 0,17 8,90 4,12 0,00 0,15 0,01 
19 93,13 0,00 0,33 622,41 2,43 0,00 0,28 0,98 

TOTAL 250,77 0,00 0,50 631,31 6,55 0,00 0,43 0,997 

 
2.2.3 Zona Lainnya 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17 tahun 2008 tentang 
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa 
zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena 
fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi. 
Zona lainnya di TPK Kepulauan Lease memiliki luasan sebesar 315,18 hektar atau 
0,47% dari total luas kawasan. Zona lainnya di bagi menjadi tiga sub zona yaitu: a) 
Subzona Rehabilitasi, b) Subzona Sasi dan c) Subzona Pelabuhan. 
 
1. Subzona Rehabilitasi 

Subzona Rehabilitasi berada di satu lokasi yang mengalami kerusakan akibat 
perbuatan manusia maupun secara alami. Kondisi terumbu karang yang mengalami 
kerusakan dijadikan sebagai Subzona Rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan 
kembali ekosistem terumbu karang. Subzona ini diperuntukkan untuk kegiatan 
rehabilitasi, penelitian, dan membatasi aktifitas penangkapan ikan. 
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Subzona Rehabilitasi 20 yang terletak di Negeri Aboru (Gambar 25) memiliki luasan 
sebesar 219,99 hektar atau 0,33% dari total luas kawasan. Subzona ini melindungi 
terumbu karang seluas 46,69 hektar (1,22%), dan lamun seluas 3,67 hektar atau 
1,68% dari total luas ekosistem masing-masing di dalam kawasan. Berdasarkan 
survei biofisik CTC tahun 2018, persentase tutupan terumbu karang di Negeri Aboru 
sebesar 43,7% dan rata-rata biomassa ikan karang sebanyak 524 kg/ha. 
 

 
Gambar 25. Subzona Rehabilitasi di Negeri Aboru 

Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi Subzona Rehabilitasi secara rinci 
disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20. 
 
Tabel 19. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan kondisi terumbu karang di 

Subzona Rehabilitasi TPK Kepulauan Lease. 

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi ID Point 

(lampiran 2) 

Luasan 

(Ha) 

Kondisi Terumbu 

Karang Kecamatan Negeri 

E Subzona Rehabilitasi 

20 Aboru Haruku Aboru 229,230,231,232 219,99 
Persentase tutupan 
terumbu karang 
sebesar 43,7% 

 
Tabel 20. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Rehabilitasi di 

TPK Kepulauan Lease. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

20 46,69 3,67 0,00 169,62 1,22 1,68 0,00 0,268 
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2. Subzona Sasi 

Subzona Sasi dialokasikan sebagai bentuk sinkronisasi antara rencana pengelolaan 
dan zonasi kawasan dengan peraturan negeri yang telah di buat. Beberapa negeri 
telah membuat aturan mengenai pemanfaatan biota laut tertentu dalam kurun waktu 
tertentu. Subzona ini diperuntukkan untuk kegiatan adat yang berkaitan dengan 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lokasi-lokasi 
tertentu. Subzona Sasi 21 yang terletak di Negeri Noloth (Gambar 26) memiliki luasan 
82,74 hektar atau 0,12% dengan melindungi terumbu karang seluas 68,70% atau 
1,79% dari total luas terumbu karang di dalam kawasan. Lokasi Sasi di Negeri Noloth 
telah dimasukkan ke dalam peraturan negeri dengan target sasi yaitu lola, lobster, dan 
teripang.  

 
Gambar 26. Subzona Sasi di Negeri Noloth 

Batas wilayah, koordinat batas, luas dan potensi Subzona Sasi secara rinci disajikan 
pada Tabel 21 dan Tabel 22. 
 
Tabel 21. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan potensi Subzona Sasi di TPK 

Kepulauan Lease 

ID Lokasi 

Wilayah 

Administrasi 
ID Point 

(lampiran 2) 

Luasan 

(Ha) 

Target 

Sasi 
Waktu Sasi 

Kecamatan Negeri 

F Subzona Rehabilitasi 

21 Noloth Saparua 
Timur Noloth 233,234,235, 

236,237,238 82,74 
Lola, 
Lobster, 
Teripang 

Sasi dilakukan 
dalam waktu 
satu tahun 
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ID Lokasi 

Wilayah 

Administrasi 
ID Point 

(lampiran 2) 

Luasan 

(Ha) 

Target 

Sasi 
Waktu Sasi 

Kecamatan Negeri 

dengan buka 
sasi pada bulan 
Februari atau 
Maret 

 
Tabel 22. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Sasi TPK 

Kepulauan Lease 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumb

u 

Karang 

Lamu

n 

Mangrov

e 

Perikana

n 

Pelagis 

dan 

Demersa

l 

Terumb

u 

Karang 

Lamu

n 

Mangrov

e 

Perikana

n 

Pelagis 

dan 

Demersa

l 

2
1 68,70 0,00 0,00 14,03 1,79 0,00 0,00 0,02 

 
3. Subzona Pelabuhan 

Subzona Pelabuhan dalam TPK Kepulauan Lease bertujuan untuk mengakomodir 
pelabuhan-pelabuhan yang saat ini sudah ada di dalam kawasan tetapi belum 
dialokasikan di dalam RZWP3K. Wilayah-wilayah sekitar pelabuhan juga berfungsi 
sebagai wilayah yang mengakomodir tambat perahu milik nelayan tradisional. 
Kegiatan penangkapan di Subzona Pelabuhan dibatasi pemanfaatan yang tidak 
mengganggu habitat penting bagi populasi ikan dan ekosistem penting seperti 
terumbu karang, mangrove dan lamun. Batas wilayah, koordinat batas, dan luas 
subzona pelabuhan secara rinci disajikan Tabel 23 dan Tabel 24. 

 
Gambar 27. Subzona Pelabuhan di Negeri Hulaliu 
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Subzona Pelabuhan yang terletak di Negeri Hulaliu (Gambar 27) dan Negeri Ameth 
(Gambar 28) merupakan pelabuhan tradisional yang dipergunakan untuk bongkar 
muat ikan bagi nelayan tradisional dan bongkar muat barang untuk kapal-kapal 
penumpang bermuatan 5-10 orang seperti speedboat antar negeri. Kedua Subzona 
Pelabuhan ini dialokasikan dalam rencana zonasi TPK Kepulauan Lease untuk 
antisipasi pengembangan pelabuhan di masa datang. 

 
Gambar 28. Subzona Pelabuhan di Negeri Ameth 

Tabel 23. Batas wilayah, koordinat batas, luas, dan potensi Subzona Pelabuhan di 
TPK Kepulauan Lease. 

ID Lokasi 
Wilayah Administrasi 

ID Point (lampiran 2) Luasan (Ha) 
Kecamatan Negeri 

G Subzona Pelabuhan 

22 Hulaliu Haruku Hulaliu 239,240,241,242,243 9,03 

23 Ameth Nusa Laut Ameth 244,245,246,247 3,43 

 
  



47 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

Tabel 24. Luasan dan persentase habitat penting di wilayah Subzona Pelabuhan di 
TPK Kepulauan Lease. 

ID 

Luas Habitat Penting (Ha) Persentase Luas Habitat Penting (%) 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

Terumbu 

Karang 
Lamun Mangrove 

Perikanan 

Pelagis 

dan 

Demersal 

22 8,59 0,00 0,00 0,44 0,22 0,00 0,00 0,001 
23 2,33 0,00 0,00 1,11 0,06 0,00 0,00 0,002 

TOTAL 10,91 0,00 0,00 1,55 0,29 0,00 0,00 0,002 

 
2.3 Aturan Setiap Zona 
Peruntukan masing-masing zona berbeda sehingga kegiatan yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan diatur dan disesuaikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan 
sumber daya laut. Semua kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam 
setiap zona merujuk kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 tahun 
2008. Aktivitas pembangunan tidak diperkenankan apabila dilakukan di Zona Inti, 
sedangkan di Zona Lainnya diperlukan ijin pemanfaatan serta kajian tentang daya 
dukung dan dampak lingkungan. Detail kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
untuk setiap zona dapat dilihat pada lampiran 3. 
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BAB III. RENCANA PENGELOLAAN 
 
3.1 Unit Pengelola 
Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melakukan pembagian 
pengelolaan wilayah berdasarkan gugus pulau dengan mempertimbangkan kondisi 
pulau-pulau yang tersebar dan berjauhan. Semua Kawasan Konservasi Daerah di 
Provinsi Maluku direncanakan akan dikelola dibawah Cabang Dinas Kelautan. 
Dengan demikian Kawasan Konservasi TPK Lease nantinya akan dikelola dibawah 
Cabang Dinas Kelauatan dan Perikanan Gugus Pulau VII, yang wilayah kerjannya 
meliputi Pulau-Pulau Lease ini. Unit pengelola ini nantinya mengakomodasi 
kepentingan stakeholder terkait seperti unsur masyarakat, LSM, Lembaga Penelitian, 
Perwakilan Kabupaten yang pengelolaannya bersifat kolaboratif untuk mencapai 
tujuan utama pendirian Kawasan konservasi ini. 
 
3.2 Visi dan Misi TPK Kepulauan Lease 
Visi dan Misi TPK Kepulauan Lease sejalan dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah 
Provinsi Maluku, terutama misi ketiga tentang pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan (https://malukuprov.go.id/visi-misi/). 
 
Visi TPK Kepulauan Lease adalah “Lestarinya keanekaragaman sumber daya laut 
untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal demi 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Lease”. 
 
Misi TPK Kepulauan Lease adalah:  

6. Melestarikan ekosistem dan spesies penting untuk memulihkan produktivitas 
sumberdaya perikanan di TPK Kepulauan Lease, 

7. Meningkatkan kapasitas pengelola TPK Kepulauan Lease untuk mewujudkan 
tata kelola kelembagaan yang efektif,  

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kelautan, 
perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, 

9. Mengintegrasikan praktik-praktik kearifan lokal ke dalam sistem zonasi dan 
pengelolaan TPK Kepulauan Lease, dan 

10. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.  
 
3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 
3.2.1 Tujuan Pengelolaan  

Tujuan pengelolaan TPK Kepulauan Lease, meliputi tiga tujuan utama, yaitu: 
1) Tujuan Sumber daya  

a. Terlindunginya keanekaragaman sumberdaya laut, ekosistem dan 
spesies penting, 

b. Pulihnya produktivitas dan biomasa perikanan, 
c. Terehabilitasinya ekosistem dan spesies penting yang dilindungi, 
d. Terlaksananya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.  

2) Tujuan Sosial Ekonomi dan Budaya 
a. Berkurangnya konflik kepentingan pemanfaatan atas sumber daya 

kelautan dan perikanan, dan 



49 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

b. Lestarinya praktik-praktik kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat 
dan diintegrasikan ke dalam sistem zonasi dan pengelolaan kawasan 
TPK Kepulauan Lease. 

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi 
kelautan, perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan 

3) Tujuan Pengelolaan 
a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan,  

b. Beroperasinya lembaga pengelolaan dengan efektif dan efisien, dan 

c. Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelola kawasan 

3.2.2 Sasaran pengelolaan  

Sasaran pengelolaan TPK Kepulauan Lease dalam kurun waktu dua puluh tahun 
sejak ditetapkan sebagai berikut: 

a) Luasan tutupan karang keras hidup minimal sama dengan data dasar tahun 
2018  

b) Kondisi biomassa dan kepadatan ikan karang meningkat sebesar 5% dari 
data dasar tahun 2018. 

c) Luasan tutupan mangrove minimal sama dengan data dasar tahun 2018.   
d) Kerapatan mangrove meningkat sebesar 20% dari data dasar tahun 2018. 
e) Luasan tutupan ekosistem padang lamun minimal sama dengan data dasar 

tahun 2018.  
f) Ancaman terhadap dugong dan habitat pentingnya menurun sebesar 100% 

dari data dasar tahun 2020. 
g) Ancaman terhadap lokasi pemijahan ikan (SPAGs) menurun sebesar 80% 

dari data dasar tahun 2020. 
h) Konflik pemanfaatan sumberdaya menurun sebesar 75% dari data dasar 

tahun 2020.  
i) 50% negeri di TPK Kepulauan Lease telah memasukan aspek kearifan lokal 

ke dalam peraturan negeri.  
j) Efektivitas pengelolaan TPK Kepulauan Lease minimal mencapai level 

emas (pengelolaan mandiri). 
k) Kontribusi dari sektor pariwisata dan perikanan di Kepulauan Lease 

terhadap PDRB Provinsi Maluku meningkat sebesar 5% dari data tahun 
2019. 

l) 50% negeri di TPK Kepulauan Lease telah memiliki strategi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim. 
 

3.3 Strategi Pengelolaan 
Pelaksanaan strategi pengelolaan untuk mencapai efektivitas pengelolaan di Taman 
Pulau Kecil Kepulauan Lease mencakup berbagai aspek yang dikelola melalui 
pendekatan secara kolaboratif antara Pengelola Kawasan (Cabang Dinas Kelautan 
dan Perikanan Gugus Pulau VII), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga 
Penelitian, Perguruan Tinggi, NGO dan juga masyarakat lokal. Pengelolaan melalui 
pendekatan kolaboratif yang disebutkan di atas dijabarkan dalam tiga strategi utama 
dalam mengelola TPK Kepulauan Lease yaitu: a) Strategi Penguatan Kelembagaan, 
b). Strategi Penguatan pengelolaan SDA, c). Strategi Penguatan Pengelolaan 
Sosekbud.  
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Program pengelolaan TPK Kepulauan Lease diuraikan dalam Rencana Kerja 
Tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah dan Rencana 
Jangka Panjang dalam bentuk rencana kegiatan tahunan dan anggaran yang perlu 
disusun satu tahun sekali. Rencana Kerja Tahunan ditetapkan oleh Kepala Satuan 
Unit Organisasi Pengelola yang mana saat ini di Provinsi Maluku jabatan tersebut 
akan melekat di Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII 
Ambon-Lease. Dalam dokumen ini terdapat 3 (tiga) strategi penguatan, 22 program 
dan 120 arahan kegiatan sebagai bagian dari rencana pengelolaan Taman Pulau 
Kecil Kepulauan Lease selama 20 tahun. Pelaksanaan program kegiatan untuk 
mencapai tujuan pengelolaan baik penguatan sumber daya maupun sosial ekonom 
dan budaya diperlukan penataan kelembagaan yang baik yang didukung dengan 
sumber daya manusia yang memadai beserta dengan sumber pendanaan yang 
memadai baik dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya. Skenario 
pengelolaan dan pelayanan minimum perlu disusun setiap tahun menjadi rencana 
kerja tahunan. Arahan rencana kerja harus berdasarkan kepada strategi, program dan 
kegiatan tersebut disampaikan pada sub-bab selanjutnya.  
 
3.3.1 Penguatan Kelembagaan 

Strategi penguatan kelembagaan akan dilaksanakan melalui beberapa program 
antara lain: 

1) Penatakelolaan Kelembagaan  

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, pengelolaan TPK 
Kepulauan Lease dilakukan oleh Cabang Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan 
Gugus Pulau VII, Provinsi Maluku. Unit Organisasi Pengelola dirancang untuk 
dapat mencapai tujuan pengelolaan TPK Kepulauan Lease yang efektif dan 
mandiri. Unit Organisasi Pengelola bersifat adaptif dalam mengatasi ancaman dan 
menjamin keberlanjutan sumber daya alam.  Struktur unit organisasi dan jumlah 
tenaga pengelola akan disesuaikan untuk memastikan kebutuhan pengelolaan 
dapat terselenggara dengan keberadaan bidang-bidang yang secara khusus 
dibentuk untuk memastikan kegiatan pemantauan, penjangkauan dan 
pemberdayaan masyarakat, pariwisata, dan administrasi pengelolaan kawasan 
serta sistim zonasi TPK Kepulauan Lease dapat berjalan dengan baik, tepat dan 
berhasil guna. 
 
2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Kawasan 

Selain berfokus pada kuantitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan juga 
kualitas SDM yang sesuai dan mampu melakukan pengelolaan TPK Kepulauan 
Lease dengan optimal dan mandiri. Peningkatan kapasitas SDM pengelola TPK 
Kepulauan Lease akan mengacu pada kebutuhan kompetensi SDM untuk setiap 
fase pengelolaan kawasan konservasi seperti disebutkan dalam Suplemen 
EKKP3K dan merujuk pada arahan kebijakan pengembangan kapasitas bidang 
perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil 
yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Program pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti: 
pelatihan dan uji kompetensi serta pembelajaran dari ahli atau pengelolaan 
Kawasan Konservasi Perairan lain. 
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3) Peningkatan Kapasitas Insfrastruktur 

Dalam pengelolaan TPK Kepulauan Lease dibutuhkan sarana dan prasarana yang 
memadai. Mengingat jarak antar pulau dan jarak dengan ibukota Kabupaten 
Maluku Tengah dan Provinsi Maluku maka sejumlah sarana dan prasarana untuk 
menunjang pengelolaan perlu dibangun. Program pembangunan dan penggunaan 
infrastruktur harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan efektivitasnya 
serta selalu mengacu kapada rencana pengelolaan dan zonasi TPK Kepulauan 
Lease.   
 
4) Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan 

Program administrasi di TPK Kepulauan Lease dengan sasaran pada tahun 2022 
pengelolaan administrasi TPK Kepulauan Lease dilakukan oleh staf pengelola 
yang memenuhi standar administrasi modern (SOP KKP3K).  Program 
penyusunan peraturan pengelolaan kawasan, termasuk: 
a) Penyusunan berbagai standard operasional prosedur (SOP) untuk mencapai 
pengelolaan kawasan yang mandiri. 
b) Penguatan penyusunan peraturan negeri yang terkait dengan pengeloaan SDA 
yang berkelanjutan. 
 
5) Kemitraan 

Program kemitraan TPK Kepulauan Lease dilakukan melalui kerja sama dengan 
semua pemangku kepentingan, seperti apparat penegak hukum, perguruan tinggi, 
lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, masyarakat 
atau kelompok masyarakat, dan pengusaha atau sektor swasta. Kemitraan dapat 
dilakukan dalam bidang pengawasan, perlindungan, penelitian, pendidikan, dan 
pemanfaatan berkelanjutan. Kemitraan dapat diwujudkan dengan pakta integritas, 
perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, program bersama, dan lain-lain.   
 
6) Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat 

Pengelolaan TPK Kepulauan Lease dilakukan dengan melibatkan 
kelompok/organisasi masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya 
masyarakat yang terkait. Pengelola TPK Kepulauan Lease mendukung 
pengembangan kelompok/organisasi masyarakat seperti lembaga adat seperti 
‘kewang’ yang dapat bersinergi dengan Kelompok Masyarakat Pengawas 
(Pokmaswas) sehingga dapat secara efektif membantu mengawasi dan 
melaporkan kegiatan pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan. Pembentukan 
dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga diperlukan untuk 
mendukung pengembangan wisata yang berbasis masyarakat lokal di TPK 
Kepulauan Lease.  
 
7) Pembentukan Jejaring Kawasan 

Jejaring dengan Kawasan Konservasi Perairan lain perlu dibentuk dan 
dikembangkan karena secara ekologi, ekonomi dan sosial-budaya TPK Kepulauan 
Lease berkaitan erat dengan kawasan konservasi lainnya di Maluku dan Maluku 
Utara. Secara biofisik dapat dilihat adanya hubungan arus laut yang dapat 
menyebabkan penyebaran larva ikan antar kawasan. Biota penting seperti paus 
dan penyu juga terkait antar kawasan. Dari sisi sosial budaya dapat dilihat bahwa 
penduduk yang tinggal di TPK Kepulauan Lease memiliki adat istiadat yang kuat 
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dan terkait dengan wilayah lain. TPK Kepulauan Lease juga menghadapi beberapa 
permasalahan- yang hampir sama dengan kawasan lain yaitu adanya perikanan 
berlebih, destruktif dan ilegal sehingga perlu dibangun sebuah Jejaring 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 
 
8) Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan  

Dalam 5 tahun pertama, pendanaan kegiatan pengelolaan TPK Kepulauan Lease 
dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kelautan dan 
Perikanan dan akan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Maluku. Kegiatan pengelolaan TPK Kepulauan Lease juga dapat didanai 
dari sumber dana lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan 
peraturan. Dalam jangka penjang perlu dibuat strategi dan rencana kerja untuk 
mencapai pendanaan mandiri sehingga TPK Kepulauan Lease mampu mendanai 
kebutuhan pengelolaan rutin secara mandiri. 

 
9) Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan strategi pengelolaan melalui program kegiatan harus dimonitor dan 
dievaluasi secara rutin berdasar protocol yang disusun dan dilakukan secara 
konsisten. Hasil evaluasi selalu dikomunikasi kepada mitra terkait untuk 
mendapatkan masukan dan dapat menjadi pertimbangan pengelolaan yang 
adaptif. 

 
3.3.2 Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam  

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya alam akan dilaksanakan melalui 
beberapa program antara lain: 

1) Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan  

Program perlindungan habitat dan populasi ikan ditujukan untuk memastikan 
semua habitat dan lokasi penting untuk perikanan sepeti lokasi pemijahan, 
pengasuhan dan jalur migrasi dapat terlindungi sehingga dapat menjamin 
keberlangsungan perikanan di TPK Kepulauan Lease. Perlu dikembangkan aturan 
perikanan yang dapat mengurangi dan menghilangkan pemanfaatan perikanan 
secara berlebihan, merusak dan ilegal. Program perlindungan ini juga memastikan 
kualitas perairan terjaga dengan meminimalkan sampah dan polusi. 
 
2) Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan 

Program rehabilitasi ini perlu disesuaikan dnegan situasi dan kondisi di lapangan. 
Perlu disusun rencana dan strategi pengelolaan yang spesifik untuk memulihkan 
sumber daya ikan dan jenis avertebrata yang telah menurun populasinya. Habitat 
penting yang telah rusak dan sulit pulih secara alami perlu dilakukan usaha-usaha 
rehabilitasi dengan metode yang sesuai dan melibatkan masyarakat lokal.   
 
3) Penelitian dan Pengembangan 

Program kegiatan penelitian ditujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan 
tentang ekosistem, masyarakat, budaya, serta membantu meningkatkan 
pengelolaan sumber daya laut di TPK Kepulauan Lease. Penelitian yang dilakukan 
harus memperhatikan budaya setempat dan tidak menyebabkan dampak yang 
merusak. Kegiatan penelitian dilakukan untuk memantau status dan kondisi target 
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konservasi dan atau terhadap ancaman langsungnya sehingga pelaksanaan 
strategi pengelolaan dapat dilakukan secara efektif mencapai tujuan dan sasaran 
pengelolaan.  
 
4) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

Program pemanfaatan sumber daya ikan di TPK Kepulauan Lease dilakukan 
dengan mempertimbangkan kelestarian sumberdaya ikan dan daya dukung 
perikanan. Pengembangan pemanfaatan perikanan lebih ditujukan untuk 
masyarakat lokal, baik perikanan skala kecil maupun perikanan skala sedang. 
Penggunaan alat dan lokasi tangkap perlu diatur untuk menjamin 
keberlangsungan sumber daya perikanan. Kegiatan-kegiatan perikanan yang 
memungkinkan di dalam kawasan TPK Kepulauan Lease perlu dilakukan 
berdasarkan analisis terpadu dengan mempertimbangkan daya dukung 
lingkungan, pemberdayaan masyarakat serta selalu memperhatikan praktek 
kearifan mayarakat lokal. 
 
5) Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan 

Pengembangan pariwisata alam dan jasa lingkungan difokuskan pengembangan 
ekowisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat lokal. Pengembangan 
wisata bahari dan wisata sejarah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan 
potensi wisata dan keterlibatan masyarakat negeri melalui pengembangan Negeri 
wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan Badan Usaha Negeri.  
Pengembangan kegiatan pariwisata harus selalu memperhatikan daya dukung 
lingkungan di TPK Kepulauan Lease. 
 
6) Pengendalian dan Pengawasan 

Program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam perlu 
dilakukan dengan kerjasama dengan semua pihak terkait termasuk lembaga adat 
seperti ‘kewang’ dan kelompok masyarakat pengawas. Program pengawasan dan 
pengendalian ditujukan untuk memastikan rencana pengelolaan dan zonasi TPK 
Kepulauan Lease dapat dijalankan secara efektif dan konsisten. 
 
7) Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim 

Program adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dilakukan dengan 
meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Program mitigasi dan 
adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu kepada Rencana Aksi Daerah 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (RAD 
MAPI-PB) Provinsi Maluku. 
 
8) Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan strategi pengelolaan melalui program kegiatan harus dimonitor dan 
dievaluasi secara rutin berdasar protocol yang disusun dan dilakukan secara 
konsisten. Hasil evaluasi selalu dikomunikasi kepada mitra terkait untuk 
mendapatkan masukan dan harus menjadi pertimbangan pengelolaan yang 
adaptif. 
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3.3.3 Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya  

Strategi penguatan pengelolaan sosekbud akan dilaksanakan melalui program 
antara lain: 

1) Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat  

Pengembangan sosial ekonomi masyarakat di TPK Kepulauan Lease dapat 
dilakukan melalui pengembangan usaha di sektor perikanan dan pariwisata. 
Pengembangan sector perikanan dan pariwisata harus berbasiskan potensi dan 
masyarakat lokal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Program 
penguatan sosial ekonomi dan budaya ini difokuskan ke Negeri atau negeri yang 
ada di dalam TPK Kepulauan Lease dan juga Negeri atau negeri di luar TPK 
Kepulauan Lease yang terkait dengan pemnanfaatan sumberdaya di TPK 
Kepulauan Lease, seperti Negeri-Negeri atau negeri di Pulau Haruku yang tidak 
masuk ke dalam TPK Kepulauan Lease. 
 
2) Pemberdayaan Masyarakat 

Program pemberdayaan masyarakat di TPK Kepulauan Lease difokuskan kepada 
pengembangan produk-produk lokal yang terkait dengan perikanan, kelautan dan 
pariwisata. Program kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan mitra terkait 
dengan mengutamakan pengembangan ekonomi berbasiskan praktek dan 
kearifan tradisional yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat.  
 
3) Pelestarian Adat dan Budaya 

Program pelestarian adat dan budaya dapat dilakukan melalui kegiatan 
inventarisasi dan revitalisasi sistim adat, budaya dan kearifan lokal terutama yang 
terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di TPK Kepulauan 
Lease. Mendukung pembuatan peraturan negeri untuk pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam bagi negeri di TPK Kepulauan Lease dan 
sekitarnya. 
  
4) Komunikasi dan Penjangkauan Masyarakat 

Program komunikasi dan penjangkauan masyarakat dilakukan untuk 
mengkomunikasikan kebijakan dan hasil-hasil pengelolaan TPK Kepulauan Lease 
kepada masyarakat lokal dan mitra terkait lainnya. Program komunikasi dan 
penjangkauan masyarakat perlu dirancang dan dikembangkan dengan metode 
yang sesuai dengan situasi dan kondisi target atau mitra yang dituju.   

 
3.3.4 Monitoring dan evaluasi 

Pengelolaan TPK Kepulauan Lease akan dievaluasi secara rutin setiap tahun dan 
secara insidental sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Evaluasi ditujukan untuk 
mengetahui sejauh mana upaya pengelolaan memberikan hasil positif terhadap 
aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial- ekonomi-budaya masyarakat. 
Evaluasi tahunan menggunakan perangkat evaluasi yang ditetapkan dengan SK 
Dirjen KP3K No. KEP.44/KP3K/ XI/2012 tentang Pedoman Teknis Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-
KKP3K). Hasil evaluasi rutin digunakan untuk menyusun rencana kegiatan 
pengelolaan di tahun berikutnya. Hasil evaluasi insidental digunakan untuk adaptasi 
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terhadap kegiatan pengelolaan di lapangan. Tinjauan terhadap rencana pengelolaan 
akan dilakukan setiap 5 tahun dan disesuaikan untuk rencana 5 tahun berikutnya. 

3.4 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan 
Rencana pengelolaan TPK Kepulauan Lease disusun berdasarkan strategi dan 
program yang dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan. 
Rencana pengelolaan menjadi panduan bagi unit organisasi pengelola dan terbagi 
menjadi rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahunan dan 
rencana kerja tahunan. Rencana pengelolaan dapat ditinjau kembali dalam lima tahun 
untuk melihat capaian tujuan pengelolaan dan strategi pengelolaan dapat disesuaikan 
dengan perkembangan pengelolaan di lapangan. 

Program pengelolaan Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease diuraikan dalam Rencana 
Kerja Tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah dan Jangka 
Panjang. Rencana Kerja ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola. 
Dalam dokumen ini terdapat 3 Rencana Kerja yaitu Rencana Kerja Tahunan, Jangka 
Menengah, dan Jangka Panjang yang disajikan pada Tabel 26.   
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Tabel 25. Rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang TPK Kepulauan Lease 

No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
1. Strategi Penguatan Kelembagaan 
1.1. Program Penatakelolaan Kelembagaan 

1.1.1 

Pembentukan Unit 
Organisasi Pengelola 
yang ditetapkan dengan 
SK Gubernur 

Terbitnya Surat 
Keputusan Gubernur 
Maluku tentang Unit 
Organisasi Pengelola 

ü 

         

1.1.2 

Perekrutan Tenaga 
Pengelola KKP sesuai 
dengan Struktur 
Organisasi Pengelola 

Unit organisasi 
pengelola memiliki 
minimal 10 staf 

ü 

         

1.1.3 
Penetapan SDM 
Pengelola KKP dengan 
SK Gubernur 

Terbitnya SK 
Penetapan SDM sesuai 
struktur unit organisasi 
pengelola 

ü 
         

1.2. Program Peningkatan SDM Pengelola Kawasan 

1.2.1 

Pelatihan dasar-dasar 
pengelolaan pengelolaan 
kawasan konservasi 
perairan. 

100% staf unit 
organisasi pengelola 
telah mengikuti 
pelatihan dasar-dasar 
pengelolaan 
pengelolaan kawasan 
konservasi perairan 

 ü ü      

  

1.2.2 

Uji kompetensi dasar-
dasar pengelolaan 
kawasan konservasi 
perairan 

Minimal 75% staf unit 
organisasi pengelola 
tersertifikasi kompetensi 
dasar-dasar 
pengelolaan kawasan 
konservasi perairan 

 ü ü      
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 

1.2.3 
Pelatihan Pengelolaan 
kawasan konservasi bagi 
masyarakat 

  ü ü        

1.2.4 
Pelatihan pengelolaan 
konservasi dan 
konservasi lingkungan  

  ü ü        

1.2.5 
Pelatihan project cycle 
management untuk 
KKP3K 

  ü ü        

1.2.6 Pelatihan pengumpulan 
data biofisik dan polusi 

 25% staf unit 
organisasi pengelola 
telah mengikuti 
Pelatihan pengumpulan 
data biofisik dan polusi  

 ü ü        

1.2.7 
Uji Kompetensi 
pengumpulan data 
biofisik dan polusi 

25% staf unit organisasi 
pengelola telah 
tersertifikasi kompetensi 
pengumpulan data 
biofisik dan polusi 

 ü ü        

1.2.8 Pelatihan pengumpulan 
data sosek 

 25% staf unit 
organisasi pengelola 
telah mengikuti 
Pelatihan pengumpulan 
data sosek. 

 ü ü        

1.2.9 Uji kompetensi 
pengumpulan data sosek 

25% staf unit organisasi 
pengelola telah 
tersertifikasi kompetensi 
pengumpulan data 
sosek. 

 ü ü        
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 

1.2.10 

Pelatihan pengumpulan 
data pemanfaatan 
sumber daya
  

25% staf unit organisasi 
pengelola telah 
mengikuti Pelatihan 
pengumpulan data 
pemanfaatan sumber 
daya. 

 ü ü        

1.2.11 Pelatihan Scuba Diving 

50% staf unit organisasi 
pengelola telah 
mengikuti Pelatihan 
Scuba Diving. 

 ü ü        

1.3. Program  Peningkatan Infrastruktur 

1.3.1 
Pembangunan Gedung 
Kantor Pengelola 
Kawasan 

Terbangunnya gedung 
pengelola KKP  ü         

1.3.2 

Pengadaan sarana dan 
prasarana Kantor 
Pengelola Kawasan 

Tersedia sarana dan 
prasarana minimal 
untuk pengelolaan KKP 
sesuai dengan 
suplemen 4 EKKP3K 

ü ü    ü ü    

1.3.3 

Pengadaan Kapal Patroli Tersedianya tiga set 
alat patroli sesuai 
dengan suplemen 4 
EKKP3K 

 
 
ü 
 

 
ü 
 

  ü ü    

1.3.4 

Pengadaan unit 
peralatan monitoring dan 
peralatan komunikasi 

Tersedianya lima set 
peralatan monitoring 
sesuai dengan 
suplemen 4 EKKP3K 

ü ü    ü ü    
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 

1.3.5 
Pembangunan dermaga 
atau jetty untuk aktivitas 
pariwisata 

Terbangunnya 4 jetty 
untuk aktivitas 
pariwisata 

    ü   ü   

1.3.6 

Pengadaan dan 
Pemasangan pelampung 
tambat (moring buoy) 

Tersedianya 10 
pelampung tambat 
(mooring buoy) di lokasi 
wisata. 

    
 
ü 
 

     

1.3.7 

Pengadaan dan 
pemasangan batas 
kawasan 

Tersedianya tapal batas 
di 2 zona inti, dan 12 
titik referensi di 6 zona 
inti. 

 
ü 

 
ü         

1.3.8 

Memasukan peta 
kawasan konservasi 
kedalam peta alur 
pelayaran nasional 

Terdaftarnya peta 
kawasan konervasi di 
peta alur pelayaran 
nasional 

 
ü 

 
ü         

1.4. Program Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan 

1.4.1 

Penyusunan dan 
Penerapan SOP 
Pengelolaan KKP: 
a. SOP aktivitas 

pemanfaatan didalam 
KKP TPK Kepulauan 
Lease 

b. SOP Administrasi 
Perkantoran dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

Tersusun dan 
terimplentasinya SOP 
Pengelolaan KKP: 
a. SOP aktivitas 

pemanfaatan 
didalam KKP TPK 
Kepulauan Lease 

b. SOP Administrasi 
Perkantoran dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

 
 
 
 
ü 
 
 
 
ü 
 
 
 
ü 
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
c. SOP sarana dan 

prasarana (standar 
minimum) 

d. SOP pengelolaan 
terkait dengan 
Pengawasan Terpadu 

e. SOP Pengelolaan SD 
Kawasan 

f. SOP terkait 
penguatan sosekbud 

g. SOP Penelitian dan 
Pendidikan 

h. SOP Pelaksananaan 
Kegiatan ekowisata 
bahari 

i. SOP pelaksanaan 
kegiatan perikanan 
tangkap 

j. SOP pelaksanaan 
kegiatan perikanan 
budidaya 

c. SOP sarana dan 
prasarana (standar 
minimum) 

d. SOP pengelolaan 
terkait dengan 
Pengawasan 
Terpadu 

e. SOP Pengelolaan 
SD Kawasan 

f. SOP terkait 
penguatan 
sosekbud 

g. SOP Penelitian dan 
Pendidikan 

h. SOP 
Pelaksananaan 
Kegiatan ekowisata 
bahari 

i. SOP pelaksanaan 
kegiatan perikanan 
tangkap 

j. SOP pelaksanaan 
kegiatan perikanan 
budidaya 

 
ü 
 
 
ü 
 
ü 
 
 
ü 
 
ü 
 
 
ü 
 
 
ü 

 

1.4.2 

Penguatan Peraturan 
Negeri untuk 
pengelolaan SDA 
berkelanjutan (termasuk 
negeri di pulau haruku 

100% peraturan negeri 
memuat aturan tentang 
pengelolaan SDA 
berkelanjutan di 
Kepulauan Lease. 

  ü  ü ü ü    
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
diluar kawasan 
konservasi) 

1.5. Program Kemitraan 

1.5.1 

Pembentukan dan 
pengembangan 
kemitraan dengan 
pemangku kepentingan 
(Permen KP 30/2010), 
melalui: 
a. Perjanjian kemitraan 
b. Pembinaan 
c. Monitoring 

Terbentuknya dan 
terlaksananya 10 
program atau kegiatan 
dalam perencanaan, 
pengelolaan dan 
pemantauan. 

ü ü ü ü ü ü ü ü   

1.6. Program Pengembangan Organisasi / Kelembagaan Masyarakat 

1.6.1 

Pendampingan 
kelompok/Koperasi 
nelayan (Pelatihan 
pembuatan proposal dan 
adminstrasi keuangan) 

4 kelompok atau 
koperasi nelayan 
terdampingi dalam 
pelatihan pembuatan 
proposal dan 
administrasi keuangan 

  ü    ü ü   

1.6.2 

Pembentukan, 
peningkatan kapasitas, 
dan pengaktifan 
Pokmaswas 

8 pokmaswas terbentuk 
dan aktif melakukan 
pengawasan.  ü ü ü   ü ü   

1.6.3 

Pembentukan, 
peningkatan kapasitas, 
dan pengaktifan 
Pokdarwis 

Minimal 5 Pokdarwis 
terbentuk dan aktif 
melakukan kegiatan 
wisata. 

 ü  ü   ü ü   

1.6.4 Revitalisasi fungsi dan 
peran kewang 

Minimal kewang dari 8 
negeri berfungsi aktif.  ü ü ü   ü ü   



62 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
1.7. Program Pembentukan Jejaring Kawasan 

1.7.1 

Penyusunan Rencana 
Kerja Jejaring Kawasan 
Konservasi termasuk 
Pendanaan 

Tersusunnya rencana 
kerja jejaring KKP 

ü ü    ü ü    

1.7.2 
Implementasi Rencana 
Kerja Jejaring KKP 

Terimplementasinya 
rencana kerja jejaring 
KKP 

 
ü 

 
ü    ü ü    

1.8. Program Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan 

1.8.1 

Identifikasi dan 
penyusunan mekanisme 
pendanaan pengelolaan 
kawasan 

Mekanisme pendanaan 
pengelolaan kawasan 
terindentifikasi dan 
tersusun. 

  
ü    ü ü    

1.8.2 

Penyusunan pembiayaan 
pengelolaan TPK 
Kepulauan Lease 

Dokumen biaya 
pengelolaan TPK 
Kepulauan Lease 
tersusun. 

ü     ü ü    

1.8.3 Penguatan sumber 
pendanaan 

Sumber pendanaan 
Kawasan konservasi 
teridentifikasi dan 
termanfaatkan. 

 ü    ü ü    

1.8.4 Pembuatan Bisnis Plan 
KKP 

Dokumen Bisnis Plan 
TPK Kepulauan Lease 
terbuat. 

 ü    ü ü    

1.8.5 Penyusunan Rencana 
Kerja 

Dokumen rencana kerja 
tersusun  ü    ü ü    

1.8.6 
Implementasi program 
pendanaan berkelanjutan 

program pendanaan 
berkelanjutan 
terimplementasi 

 ü  ü  
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
1.9. Program Monitoring dan evaluasi 

1.9.1 
Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi program 
penguatan kelembagaan 

Monitoring dan evaluasi 
program penguatan 
kelembagaan 
terlaksana. 

    ü ü ü ü   

2. Strategi – Penguatan Pengelolaan Sumber Daya 
2.1. Program Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan 

2.1.1 Pelaksanaan kegiatan 
Patroli 

Terlaksananya kegiatan 
patroli minimal satu kali 
dalam sebulan 

ü ü ü ü ü  ü ü   

2.1.2 Pemantauan kualitas air 

Terlaksananya kegiatan 
pemantauan kualitas air 
minimal satu kali dalam 
setahun 

ü ü ü ü ü  ü ü   

2.1.3 
Pemantauan Limbah 
padat dan cair di 
kawasan perairan 

Terlaksananya kegiatan 
pemantauan limbah 
padat dan cair minimal 
satu kali dalam setahun 

ü ü ü ü ü  ü ü   

2.2. Program – Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan 

2.2.1 Rehabilitasi Terumbu 
Karang 

Terlaksananya kegiatan 
rehabilitasi terumbu 
karang minimal satu kali 
dalam dua tahun 

  ü 
 
 
 

ü ü ü ü   

2.2.2 Rehabilitasi Ekosistem 
Mangrove 

Terlaksananya kegiatan 
rehabilitasi ekosistem 
mangrove minimal satu 
kali dalam dua tahun 

   ü  ü ü ü   

2.2.3 Rehabilitasi ekosistem 
padang lamun 

Terlaksananya kegiatan 
rehabilitasi lamun     

ü   
ü ü ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
minimal satu kali dalam 
dua tahun 

  

2.2.4 
Sosialisasi biota kritis, 
terancam dan dilindungi / 
ETP species 

Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi biota kritis, 
terancam dan dilindungi 
minimal satu kali dalam 
setahun 

  ü  ü ü ü ü   

2.2.5 

Pengadaan pondok 
informasi tentang 
pendidikan lingkungan di 
dalam kawasan 

Terbangunnya 3 
pondok informasi 
tentang pendidikan 
lingkungan di dalam 
kawasan 

 ü   ü ü ü ü   

2.3. Program Penelitian dan Pengembangan 

2.3.1 

Monitoring rutin 
kesehatan karang, 
populasi ikan, lamun dan 
mangrove 

Terlaksananya 
monitoring rutin 
kesehatan karang, 
populasi ikan, lamun 
dan mangrove minimal 
satu kali dalam dua 
tahun 

    ü ü ü ü   

2.3.2 Penelitian jalur migrasi 
mamalia laut 

Terlaksananya 
penelitian jalur migrasi 
mamalia laut minimal 
satu kali dalam dua 
tahun 

    ü ü ü    

2.3.3 Monitoring dugong 

Terlaksananya 
monitoring dugong 
minimal satu kali dalam 
dua tahun 
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
2.4. Program Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

2.4.1 

Kegiatan pemantauan 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan 

Terlaksananya kegiatan 
pemantauan 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan minimal satu 
kali dalam sebulan 

    ü  ü ü   

2.4.2 
Pengadaaan bantuan 
alat tangkap ikan yang 
ramah lingkungan 

Terlaksananya 
pengadaaan bantuan 
alat tangkap ikan yang 
ramah lingkungan 
minimal satu kali dalam 
dua tahun 

ü ü ü ü ü ü ü ü   

2.4.3 Pemanfaatan perikanan 
berbasis adat 

Pemanfaatan perikanan 
berbasis adat seperti 
praktek sasi di 
laksanakan minimal di 3 
negeri di TPK 
Kepulauan Lease 

    ü ü ü ü   

2.4.4 Pengembangan koperasi 
dan kelompok nelayan 

Adanya 6 koperasi dan 
kelompok nelayan   ü  ü ü ü ü   

2.5. Program Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan 

2.5.1 Pengembangan negeri 
wisata 

Sebanyak 6 negeri 
sadar wisata 
dikembangkan 

ü ü ü ü ü ü ü ü   

2.5.2 Menyusun petunjuk 
teknis pariwisata 

Petunjuk teknis / Code 
of Conduct berwisata 
tersusun 

ü          
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 

2.5.3 
Mengembangkan 
BUMDES pariwisata dan 
Lembaga pengelola 

Sebanyak 6 BUMDES 
dan Lembaga pengelola 
pariwisata 

 ü ü ü ü ü ü ü   

2.5.4 Pelatihan dan sertifikasi 
pemandu wisata 

Miinimal sebanyak 20 
orang mengikuti 
pelatihan dan sertifikat 
pemandu wisata 

ü ü    ü ü ü   

2.5.5 Penyediaan sarana dan 
prasarana wisata 

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
pendukung objek wisata 

 ü    ü ü ü   

2.5.6 

Membangun jejaring 
dengan mitra pelaku 
pariwisata (live aboard, 
travel agent, dll) 

Adanya minimal 6 
kerjasama dengan mitra 
pelaku industri wisata  ü    ü ü    

2.5.7 
Studi daya dukung 
lingkungan untuk 
pariwisata dan perikanan 

Adanya laporan studi 
daya dukung 
lingkungan untuk 
pariwisata dan 
perikanan 

    ü ü ü    

2.5.8 
Penataan Kawasan 
untuk kegiatan pariwisata 

Kawasan untuk 
kegiatan pariwisata 
tertata 

 ü     ü ü   

2.6. Program Pengendalian dan Pengawasan 

2.6.1 

Patrol rutin pengamanan 
dan pengawasan 
Kawasan TPK 
Kepulauan Lease 

Patrol rutin 
pengamanan dan 
pengawasan Kawasan 
TPK Kepulauan Lease 
minimal dilaksanakan 
setiap bulan satu kali  

ü ü ü ü ü ü ü ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
2.7. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

2.7.1 
Sosialisasi tentang 
Adaptasi dan mitigasi 
dampak perubahan iklim 

Adaptasi dan mitigasi 
dampak perubahan 
iklim tersosialisasi 
minimal di 50% negeri 
di TPK Kepulauan 
Lease 

   ü  ü ü ü   

2.7.2 

Implementasi 
rekomendasi Rencana 
Aksi Daerah Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan 
Iklim (RAD MAPI) 
Provinsi Maluku. 

Rekomendasi Rencana 
Aksi Daerah Mitigasi 
dan Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAD 
MAPI) Provinsi Maluku 
terimplementasi di 
minimal 30% di negeri 
di TPK Kepulauan 
Lease 

   ü  ü ü ü   

2.8. Program Monitoring dan Evaluasi 

2.8.2 

Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan strategi 
penguatan sumber daya 

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan strategi 
penguatan sumber 
daya dilaksanakan 
minimal satu tahu satu 
kali 

ü ü ü ü ü ü ü ü   

3. Strategi Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya 
3.1. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat 

3.1.1 

Identifikasi dan 
pemetaan potensi dan 
kapasitas masyarakat 
dalam usaha di sektor 

Potensi dan kapasitas 
masyarakat di sector 
perikanan dan wisata  ü     ü ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
perikanan dan ekowisata 
bahari 

bahari teridentifikasi 
dan terpetakan 

3.1.2 
Pelatihan usaha dan 
dukungan unit perikanan 
tangkap  

Pelatihan usaha dan 
dukungan unit 
perikanan tangkap 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok nelayan 

 ü  
 ü  ü ü ü   

3.1.3 

Pelatihan usaha dan 
dukungan unit usaha 
budidaya yang ramah 
lingkungan 

Pelatihan usaha dan 
dukungan unit usaha 
budidaya yang ramah 
lingkungan 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok nelayan  

 ü  ü  ü ü ü   

3.1.4 

Pelatihan usaha dan 
dukungan unit 
pengolahan hasil 
perikanan  

Pelatihan usaha dan 
dukungan unit 
pengolahan hasil 
perikanan dilaksanakan 
minimal di 6 kelompok 
nelayan  

 ü  ü  ü ü ü   

3.1.5 
Pelatihan dan dukungan 
unit pengelolaan unit 
ekowisata bahari 

Pelatihan dan 
dukungan unit 
pengelolaan unit 
ekowisata bahari 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok nelayan  

 ü  ü  ü ü ü   

3.1.6 

Pengembangan potensi 
ekowisata bahari 
(mangrove, cetacean, 
penyu) 

Potensi ekowisata 
bahari (mangrove, 
cetacean, penyu)    ü  ü ü ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
dikembangkan minimal 
di 6 negeri 

3.1.7 
Pengembangan usaha 
budidaya ramah 
lingkungan 

Pengembangan usaha 
budidaya ramah 
lingkungan 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok nelayan 

   ü  ü ü ü   

3.1.8 
Pengembangan usaha 
pengolahan hasil 
perikanan 

Pengembangan usaha 
pengolahan hasil 
perikanan dilaksanakan 
minimal di 6 kelompok 
nelayan  

   ü  ü ü ü   

3.1.9 

Pengembangan unit 
usaha kuliner dan 
ekonomi (Dinpar Pov 
Maluku) 

Minimal sebanyak 6 
Unit usaha kuliner dan 
ekonomi dikembangkan    ü  ü 

 
ü 
 

ü   

3.1.10 Pengembangan kredit 
mikro bagi nelayan 

Pengembangan kredit 
mikro dilaksanakan 
minimal bagi 6 
kelompok nelayan 

 ü  ü  ü ü ü   

3.1.11 

Mengembangkan 
BUMDES pariwisata dan 
lembaga pengelola 
pariwisata di Negeri di 
dalam TPK Kepulauan 
Lease dan sekitarnya 

Minimal sebanyak 6 
BUMDES pariwisata 
dan lembaga pengelola 
pariwisata di negeri-
negeri di dalam TPK 
Kepulauan Lease dan 
sekitarnya 

 ü  ü  ü ü ü   

3.2. Program Pelastarian Adat dan Budaya 
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 

3.2.1 

Revitalisasi sistem 
pengelolaan Sasi dengan 
mempertimbangankan 
aspek ekologi biota 
target  

Minimal sebanyak 6 
praktek sasi 
direvitalisasi dengan 
mempertimbangankan 
aspek ekologi biota 
target 

 ü  ü  ü ü ü   

3.2.2 
Inventarisasi keberadaan 
adat, budaya, dan atau 
kearifan lokal  

Dokumen identifikasi 
adat, budaya dan 
kearifan lokal 

 ü  ü  ü ü ü   

3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat 

3.3.1 
Pengembangan 
makanan olahan hasil 
laut 

Pengembangan 
makanan olahan hasil 
laut dilaksanakan 
minimal di 6 kelompok 
masyarakat 

 ü  ü  ü ü ü   

3.3.2 
Pengembangan souvenir 
khas yang ramah 
lingkungan 

Pengembangan 
souvenir khas yang 
ramah lingkungan 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok masyarakat  

  ü  ü ü ü ü   

3.3.3 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat melalui 
pelatihan pengolahan 
sampah 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat melalui 
pelatihan pengolahan 
sampah dilaksanakan 
minimal di 6 kelompok 
masyarakat 

 ü  ü ü ü ü ü   

3.3.4 Penjangkauan 
masyarakat diluar 

Penjangkauan 
masyarakat diluar 
kawasan konservasi 

 ü  ü  ü ü ü   
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No Strategi Program 
Kegiatan Indikator Capaian 

Waktu Pelaksanaan 
Anggaran Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2025 RJM 

II 
RJM 

III 
RJM 

IV 
kawasan konservasi 
dalam pengelolaan 

dalam pengelolaan 
dilaksanakan minimal 2 
kali dalam setahun 

3.3.5 

Pengembangan ekonomi 
berbasis kearifan 
lokal(sasi, sasoki/teknik 
penangkapan ikan 
tradisional, kewang) 

Pengembangan 
ekonomi berbasis 
kearifan lokal (sasi, 
sasoki/teknik 
penangkapan ikan 
tradisional, kewang) 
dilaksanakan minimal di 
6 kelompok masyarakat  

 ü  ü  ü ü ü   

3.3.6 
Peningkatan kapasitas 
homestay di TPK 
Kepulauan Lease 

Peningkatan kapasitas 
homestay di TPK 
Kepulauan Lease 
dilaksanakan minimal 1 
kali dalam 2 tahun. 

 ü  ü  ü ü ü   

3.4. Program Komunikasi dan Penjangkauan Masyarakat 

3.4.2 Sosialisasi sistim zonasi 
TPK Kepulauan Lease 

Sosialisasi sistim zonasi 
TPK Kepulauan Lease 
dilaksanakan minimal 2 
kali dalam 1 tahun. 

ü ü ü   ü ü ü   

3.5. Program Monitoring dan Evaluasi 

3.5.2 

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Sosial 
Ekonomi dan Budaya di 
TPK Kepulauan Lease 

Monitoring sosial 
ekonomi di TPK 
Kepulauan Lease 
dilaksanakan minimal 1 
kali dalam 2 tahun. 

ü ü ü ü ü ü ü ü   
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IV. PENUTUP  
 
Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease merupakan pedoman dalam 
pengelolaan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, baik bagi 
pengelola, pemerintah, parlemen, politisi, akademisi, peneliti, maupun pengguna 
sumber daya perairan TPK Kepulauan Lease, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi 
Maluku.  
Data-data ilmiah yang disajikan baik terkait keanekaragaman flora dan fauna 
Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease sesuai dengan tipe 
ekosistem dan habitat, oseanografi, sosial ekonomi dan budaya sebagaimana yang 
telah diulas diharapkan dapat mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Taman 
Pulau Kecil Kepulauan Lease agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan 
(sustainable benefit flow) bagi masyarakat Kepulauan Lease, khususnya yang 
menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya laut di Taman Pulau Kecil 
Kepulauan Lease. 
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Lampiran 
Lampiran 1. Peta Zonasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease dengan skala 1:50.000 
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Lampiran 1. Titik koordinat zona di Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease 
 
ID Zona Subzona Lokasi ID 

Point 
Bujur Timur 

(BT) 
Lintang 

Selatan (LS) 

  Titik Batas Luar Kawasan Kepulauan 
Lease 

1 
128° 29' 
55,408" 3° 30' 48,509" 

2 
128° 29' 
53,325" 3° 30' 31,321" 

3 
128° 29' 
52,859" 3° 30' 25,508" 

4 
128° 29' 
51,851" 3° 30' 12,936" 

5 
128° 29' 
49,867" 3° 29' 48,184" 

6 128° 31' 3,903" 3° 29' 25,376" 

7 
128° 31' 
43,646" 3° 29' 13,132" 

8 
128° 31' 
44,101" 3° 29' 12,637" 

9 
128° 31' 
58,628" 3° 28' 56,803" 

10 
128° 32' 
55,259" 3° 27' 55,080" 

11 128° 33' 6,300" 3° 27' 55,561" 

12 
128° 33' 
39,206" 3° 27' 56,990" 

13 
128° 34' 
30,350" 3° 27' 59,211" 

14 
128° 35' 
15,254" 3° 28' 1,161" 

15 128° 37' 4,029" 3° 28' 5,889" 

16 
128° 41' 
56,955" 3° 28' 18,605" 

17 
128° 46' 
16,645" 3° 28' 29,882" 

18 
128° 46' 
22,716" 3° 28' 41,255" 

19 
128° 49' 
10,327" 3° 33' 55,276" 

20 
128° 49' 
44,777" 3° 34' 59,817" 

21 
128° 49' 
51,147" 3° 35' 11,753" 

22 
128° 50' 
28,438" 3° 36' 21,616" 

23 
128° 51' 
27,049" 3° 37' 48,698" 

24 
128° 52' 
40,091" 3° 39' 37,212" 

25 
128° 50' 
26,403" 3° 42' 8,606" 

26 
128° 48' 
10,923" 3° 44' 42,030" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

27 
128° 43' 
59,387" 3° 43' 29,150" 

28 
128° 39' 
21,495" 3° 42' 8,606" 

29 
128° 37' 
17,157" 3° 41' 32,574" 

30 128° 37' 8,822" 3° 41' 30,159" 
31 128° 35' 8,028" 3° 40' 55,159" 

32 
128° 31' 
24,038" 3° 39' 50,243" 

33 
128° 30' 
37,508" 3° 39' 36,759" 

34 
128° 30' 
35,507" 3° 38' 16,653" 

35 
128° 30' 
34,809" 3° 37' 48,703" 

36 
128° 30' 
33,506" 3° 36' 56,547" 

37 
128° 30' 
33,589" 3° 36' 24,025" 

38 
128° 30' 
39,238" 3° 36' 19,909" 

39 
128° 30' 
38,931" 3° 36' 22,674" 

40 
128° 30' 
41,676" 3° 36' 23,321" 

41 
128° 30' 
43,291" 3° 36' 19,657" 

42 
128° 33' 
47,211" 3° 30' 15,093" 

43 
128° 33' 
42,795" 3° 30' 9,235" 

44 
128° 33' 
46,090" 3° 30' 4,755" 

45 
128° 33' 
51,085" 3° 30' 8,928" 

46 
128° 34' 
41,199" 3° 29' 38,219" 

47 
128° 34' 
41,528" 3° 29' 34,749" 

48 
128° 34' 
51,733" 3° 29' 35,141" 

49 
128° 34' 
52,117" 3° 29' 39,402" 

50 
128° 41' 
18,305" 3° 32' 16,085" 

51 
128° 41' 
15,331" 3° 32' 15,943" 

52 
128° 41' 
12,913" 3° 32' 12,892" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

53 
128° 41' 
10,908" 3° 32' 9,634" 

54 
128° 41' 
11,577" 3° 32' 7,670" 

55 
128° 41' 
17,952" 3° 31' 59,398" 

56 
128° 39' 
30,529" 3° 34' 32,690" 

57 
128° 39' 
30,354" 3° 34' 32,928" 

58 
128° 39' 
29,796" 3° 34' 33,747" 

59 
128° 39' 
28,038" 3° 34' 33,487" 

60 
128° 39' 
25,123" 3° 34' 32,065" 

61 
128° 39' 
29,055" 3° 34' 26,101" 

62 128° 38' 6,877" 3° 36' 55,003" 
63 128° 38' 3,822" 3° 36' 56,920" 
64 128° 38' 0,122" 3° 36' 54,111" 
65 128° 38' 2,191" 3° 36' 50,271" 

66 
128° 37' 
20,215" 3° 35' 3,282" 

67 
128° 37' 
20,550" 3° 35' 6,382" 

68 
128° 37' 
18,512" 3° 35' 7,431" 

69 
128° 37' 
14,867" 3° 35' 8,205" 

70 128° 37' 9,850" 3° 35' 8,633" 
71 128° 37' 4,147" 3° 35' 7,683" 
72 128° 37' 4,477" 3° 35' 4,227" 
73 128° 46' 4,490" 3° 38' 53,111" 
74 128° 46' 4,751" 3° 38' 50,799" 
75 128° 46' 5,781" 3° 38' 50,455" 
76 128° 46' 8,611" 3° 38' 50,456" 
77 128° 46' 9,139" 3° 38' 50,456" 

78 
128° 46' 
10,584" 3° 38' 50,456" 

79 
128° 46' 
13,642" 3° 38' 50,907" 

80 
128° 46' 
13,649" 3° 38' 50,878" 

81 
128° 46' 
16,058" 3° 38' 50,902" 

82 
128° 46' 
49,596" 3° 38' 54,415" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

83 
128° 46' 
53,639" 3° 38' 55,637" 

84 
128° 46' 
58,107" 3° 38' 56,585" 

85 128° 47' 3,740" 3° 38' 58,134" 
86 128° 47' 7,533" 3° 38' 59,518" 
87 128° 47' 8,280" 3° 39' 0,706" 

88 
128° 36' 
22,135" 3° 37' 40,411" 

89 
128° 36' 
19,708" 3° 37' 38,484" 

90 
128° 36' 
18,635" 3° 37' 37,913" 

91 
128° 36' 
18,127" 3° 37' 37,833" 

92 
128° 36' 
17,507" 3° 37' 37,801" 

93 
128° 36' 
16,682" 3° 37' 38,136" 

94 
128° 36' 
15,887" 3° 37' 38,901" 

95 
128° 36' 
15,141" 3° 37' 39,444" 

96 
128° 36' 
14,409" 3° 37' 40,774" 

1 Inti Inti Porto Hutan 

97 
128° 35' 
28,655" 3° 32' 43,117" 

98 
128° 35' 
51,515" 3° 32' 57,104" 

99 
128° 35' 
57,921" 3° 33' 16,859" 

100 
128° 35' 
57,232" 3° 33' 22,854" 

101 128° 36' 3,329" 3° 33' 37,060" 

102 
128° 35' 
52,578" 3° 33' 43,314" 

103 128° 35' 9,477" 3° 33' 18,175" 

104 
128° 35' 
21,737" 3° 32' 56,245" 

2 Inti Inti Kulur 

105 
128° 36' 
53,248" 3° 30' 17,625" 

106 
128° 36' 
50,151" 3° 30' 22,144" 

107 
128° 36' 
52,747" 3° 30' 23,485" 

108 128° 37' 4,818" 3° 30' 33,997" 
109 128° 37' 9,770" 3° 30' 39,599" 

110 
128° 37' 
12,865" 3° 30' 41,754" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

111 
128° 37' 
21,816" 3° 30' 54,897" 

112 
128° 37' 
31,483" 3° 31' 2,536" 

113 
128° 37' 
33,197" 3° 31' 4,810" 

114 
128° 37' 
36,743" 3° 31' 9,957" 

115 
128° 37' 
39,706" 3° 31' 17,557" 

116 
128° 37' 
38,823" 3° 31' 22,295" 

117 
128° 37' 
42,776" 3° 31' 23,996" 

118 
128° 37' 
46,624" 3° 31' 18,840" 

119 
128° 37' 
48,352" 3° 31' 16,244" 

120 
128° 37' 
50,652" 3° 31' 13,612" 

121 128° 38' 7,749" 3° 31' 14,958" 
122 128° 38' 9,749" 3° 31' 16,539" 

123 
128° 38' 
20,108" 3° 31' 3,332" 

124 128° 37' 1,895" 3° 30' 8,943" 

3 Inti Inti Ittawaka dan 
Noloth 

125 
128° 42' 
57,281" 3° 29' 40,375" 

126 
128° 43' 
33,885" 3° 30' 12,826" 

127 
128° 45' 
33,101" 3° 29' 34,922" 

128 128° 45' 3,970" 3° 28' 48,760" 

129 
128° 44' 
12,092" 3° 28' 46,180" 

4 Inti Inti Abubu 

130 
128° 47' 
43,840" 3° 41' 28,035" 

131 
128° 47' 
42,994" 3° 41' 26,262" 

132 
128° 47' 
47,111" 3° 41' 24,250" 

133 
128° 47' 
51,612" 3° 41' 21,060" 

134 
128° 47' 
55,151" 3° 41' 18,649" 

135 128° 48' 0,634" 3° 41' 15,318" 
136 128° 48' 0,888" 3° 41' 15,637" 
137 128° 48' 2,773" 3° 41' 14,063" 
138 128° 48' 2,392" 3° 41' 13,468" 
139 128° 48' 2,667" 3° 41' 12,978" 
140 128° 48' 4,351" 3° 41' 11,373" 



84 | RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TPK KEPULAUAN LEASE TAHUN 2021-2040 
 

ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

141 128° 48' 6,003" 3° 41' 9,139" 
142 128° 48' 7,676" 3° 41' 7,778" 
143 128° 48' 9,455" 3° 41' 6,672" 

144 
128° 48' 
12,063" 3° 41' 10,353" 

145 
128° 48' 
48,113" 3° 41' 54,226" 

146 
128° 48' 
12,850" 3° 42' 20,141" 

5 Inti Inti Leinitu - Sila 

147 
128° 45' 
32,255" 3° 39' 58,856" 

148 
128° 45' 
24,747" 3° 39' 58,575" 

149 
128° 45' 
27,071" 3° 40' 23,859" 

150 
128° 45' 
27,076" 3° 40' 23,912" 

151 
128° 45' 
28,723" 3° 40' 23,993" 

152 
128° 45' 
39,858" 3° 40' 24,896" 

153 
128° 45' 
39,350" 3° 40' 23,805" 

154 
128° 45' 
38,887" 3° 40' 22,926" 

155 
128° 45' 
38,251" 3° 40' 17,333" 

156 
128° 45' 
37,278" 3° 40' 16,147" 

157 
128° 45' 
36,748" 3° 40' 15,492" 

158 
128° 45' 
36,316" 3° 40' 15,144" 

6 Inti Inti Pulau 
Molana 

159 
128° 36' 
43,947" 3° 38' 46,198" 

160 
128° 36' 
59,181" 3° 38' 40,426" 

161 
128° 37' 
19,352" 3° 39' 26,905" 

162 
128° 36' 
34,515" 3° 39' 49,324" 

163 128° 36' 9,763" 3° 39' 0,583" 

164 
128° 36' 
24,180" 3° 38' 53,788" 

7 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Hulaliu 

165 128° 33' 8,659" 3° 32' 26,478" 
166 128° 33' 8,659" 3° 32' 9,990" 

167 
128° 32' 
26,529" 3° 32' 9,939" 

168 
128° 32' 
26,529" 3° 32' 23,823" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

8 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Hulaliu 

169 
128° 33' 
47,406" 3° 33' 23,415" 

170 
128° 33' 
54,479" 3° 33' 18,654" 

171 
128° 34' 
18,512" 3° 33' 54,336" 

172 
128° 34' 
11,075" 3° 33' 57,688" 

9 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata 

Pantai 
Sirsaoni 

Porto 

173 
128° 33' 
16,637" 3° 31' 46,223" 

174 
128° 33' 
12,713" 3° 31' 48,202" 

175 128° 34' 0,110" 3° 32' 40,530" 

176 
128° 34' 
15,417" 3° 32' 33,028" 

10 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Kulur 

177 
128° 33' 
16,923" 3° 31' 36,889" 

178 128° 33' 0,538" 3° 31' 33,489" 

179 
128° 33' 
19,398" 3° 30' 24,546" 

180 
128° 33' 
35,341" 3° 30' 30,316" 

11 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Ittawaka dan 

Noloth 

125 
128° 42' 
57,281" 3° 29' 40,375" 

126 
128° 43' 
33,885" 3° 30' 12,826" 

181 
128° 42' 
22,266" 3° 29' 42,595" 

182 
128° 42' 
23,373" 3° 29' 35,273" 

183 128° 44' 0,919" 3° 30' 49,868" 

184 
128° 44' 
10,490" 3° 33' 43,167" 

185 
128° 43' 
59,012" 3° 33' 43,297" 

12 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Booi 

186 
128° 38' 
47,136" 3° 37' 58,293" 

187 
128° 39' 
23,308" 3° 37' 58,129" 

188 
128° 39' 
57,669" 3° 36' 46,391" 

189 128° 40' 0,825" 3° 36' 17,115" 

190 
128° 39' 
55,232" 3° 36' 17,105" 

191 
128° 39' 
52,358" 3° 36' 33,664" 

192 
128° 39' 
40,280" 3° 37' 8,614" 

193 
128° 39' 
11,404" 3° 37' 48,566" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

194 
128° 38' 
56,111" 3° 37' 54,839" 

195 
128° 38' 
47,140" 3° 37' 54,844" 

13 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Ameth 

196 
128° 47' 
40,202" 3° 38' 15,506" 

197 
128° 47' 
40,668" 3° 38' 14,189" 

198 
128° 47' 
43,932" 3° 38' 4,974" 

199 
128° 49' 
10,146" 3° 38' 52,686" 

200 
128° 48' 
58,936" 3° 39' 38,589" 

201 
128° 48' 
49,635" 3° 39' 38,069" 

202 
128° 48' 
42,136" 3° 39' 37,649" 

203 
128° 48' 
41,576" 3° 39' 37,618" 

204 
128° 48' 
40,986" 3° 39' 34,342" 

205 
128° 48' 
57,299" 3° 38' 55,870" 

206 
128° 48' 
57,030" 3° 38' 55,815" 

207 
128° 48' 
33,271" 3° 38' 45,777" 

208 
128° 48' 
25,793" 3° 38' 37,460" 

209 128° 48' 8,115" 3° 38' 34,494" 

14 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Sila 

77 128° 46' 9,139" 3° 38' 50,456" 

78 
128° 46' 
10,584" 3° 38' 50,456" 

79 
128° 46' 
13,642" 3° 38' 50,907" 

80 
128° 46' 
13,649" 3° 38' 50,878" 

81 
128° 46' 
16,058" 3° 38' 50,902" 

210 
128° 46' 
17,950" 3° 38' 35,601" 

211 
128° 46' 
20,119" 3° 38' 20,348" 

212 128° 46' 9,159" 3° 38' 20,366" 

15 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Leinitu - Sila 

147 
128° 45' 
32,255" 3° 39' 58,856" 

148 
128° 45' 
24,747" 3° 39' 58,575" 

213 
128° 45' 
17,844" 3° 39' 58,316" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

214 
128° 45' 
15,792" 3° 39' 21,033" 

215 
128° 45' 
32,765" 3° 39' 21,421" 

16 Pemanfaatan 
Terbatas Pariwisata Pulau 

Molana 

88 
128° 36' 
22,135" 3° 37' 40,411" 

89 
128° 36' 
19,708" 3° 37' 38,484" 

90 
128° 36' 
18,635" 3° 37' 37,913" 

91 
128° 36' 
18,127" 3° 37' 37,833" 

92 
128° 36' 
17,507" 3° 37' 37,801" 

93 
128° 36' 
16,682" 3° 37' 38,136" 

94 
128° 36' 
15,887" 3° 37' 38,901" 

95 
128° 36' 
15,141" 3° 37' 39,444" 

96 
128° 36' 
14,409" 3° 37' 40,774" 

159 
128° 36' 
43,947" 3° 38' 46,198" 

160 
128° 36' 
59,181" 3° 38' 40,426" 

216 
128° 36' 
40,694" 3° 37' 20,400" 

217 
128° 35' 
55,126" 3° 37' 28,845" 

218 128° 36' 0,189" 3° 37' 58,404" 

219 
128° 36' 
13,124" 3° 37' 56,516" 

17 Pemanfaatan 
Terbatas 

Perikanan 
Tangkap 

Kepulauan 
Lease 

1 
128° 29' 
55,408" 3° 30' 48,509" 

2 
128° 29' 
53,325" 3° 30' 31,321" 

3 
128° 29' 
52,859" 3° 30' 25,508" 

4 
128° 29' 
51,851" 3° 30' 12,936" 

5 
128° 29' 
49,867" 3° 29' 48,184" 

6 128° 31' 3,903" 3° 29' 25,376" 

7 
128° 31' 
43,646" 3° 29' 13,132" 

8 
128° 31' 
44,101" 3° 29' 12,637" 

9 
128° 31' 
58,628" 3° 28' 56,803" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

10 
128° 32' 
55,259" 3° 27' 55,080" 

11 128° 33' 6,300" 3° 27' 55,561" 

12 
128° 33' 
39,206" 3° 27' 56,990" 

13 
128° 34' 
30,350" 3° 27' 59,211" 

14 
128° 35' 
15,254" 3° 28' 1,161" 

15 128° 37' 4,029" 3° 28' 5,889" 

16 
128° 41' 
56,955" 3° 28' 18,605" 

17 
128° 46' 
16,645" 3° 28' 29,882" 

18 
128° 46' 
22,716" 3° 28' 41,255" 

19 
128° 49' 
10,327" 3° 33' 55,276" 

20 
128° 49' 
44,777" 3° 34' 59,817" 

21 
128° 49' 
51,147" 3° 35' 11,753" 

22 
128° 50' 
28,438" 3° 36' 21,616" 

23 
128° 51' 
27,049" 3° 37' 48,698" 

24 
128° 52' 
40,091" 3° 39' 37,212" 

25 
128° 50' 
26,403" 3° 42' 8,606" 

26 
128° 48' 
10,923" 3° 44' 42,030" 

27 
128° 43' 
59,387" 3° 43' 29,150" 

28 
128° 39' 
21,495" 3° 42' 8,606" 

29 
128° 37' 
17,157" 3° 41' 32,574" 

30 128° 37' 8,822" 3° 41' 30,159" 
31 128° 35' 8,028" 3° 40' 55,159" 

32 
128° 31' 
24,038" 3° 39' 50,243" 

33 
128° 30' 
37,508" 3° 39' 36,759" 

34 
128° 30' 
35,507" 3° 38' 16,653" 

35 
128° 30' 
34,809" 3° 37' 48,703" 

36 
128° 30' 
33,506" 3° 36' 56,547" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

37 
128° 30' 
33,589" 3° 36' 24,025" 

18 Pemanfaatan 
Terbatas 

Pemanfaatan 
Tradisional Ameth 

196 
128° 47' 
40,202" 3° 38' 15,506" 

203 
128° 48' 
41,576" 3° 39' 37,618" 

204 
128° 48' 
40,986" 3° 39' 34,342" 

205 
128° 48' 
57,299" 3° 38' 55,870" 

206 
128° 48' 
57,030" 3° 38' 55,815" 

207 
128° 48' 
33,271" 3° 38' 45,777" 

208 
128° 48' 
25,793" 3° 38' 37,460" 

209 128° 48' 8,115" 3° 38' 34,494" 

220 
128° 48' 
29,850" 3° 39' 36,962" 

221 
128° 48' 
36,278" 3° 39' 37,321" 

222 
128° 47' 
35,518" 3° 38' 28,731" 

19 Pemanfaatan 
Terbatas 

Pemanfaatan 
Tradisional Akoon 

200 
128° 48' 
58,936" 3° 39' 38,589" 

201 
128° 48' 
49,635" 3° 39' 38,069" 

202 
128° 48' 
42,136" 3° 39' 37,649" 

203 
128° 48' 
41,576" 3° 39' 37,618" 

220 
128° 48' 
29,850" 3° 39' 36,962" 

221 
128° 48' 
36,278" 3° 39' 37,321" 

223 
128° 49' 
43,324" 3° 39' 41,072" 

224 128° 50' 6,184" 3° 39' 42,350" 

225 
128° 49' 
59,502" 3° 41' 8,696" 

226 
128° 49' 
37,250" 3° 41' 6,803" 

227 
128° 48' 
41,128" 3° 41' 2,026" 

228 
128° 48' 
26,937" 3° 41' 0,818" 

20 Lainnya Rehabilitasi Aboru 229 
128° 32' 
34,252" 3° 36' 44,622" 

230 
128° 32' 
34,419" 3° 37' 28,888" 
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ID Zona Subzona Lokasi ID 
Point 

Bujur Timur 
(BT) 

Lintang 
Selatan (LS) 

231 
128° 31' 
23,550" 3° 37' 28,623" 

232 
128° 31' 
23,550" 3° 37' 0,072" 

21 Lainnya Sasi Noloth 

233 
128° 42' 
53,726" 3° 29' 51,892" 

234 
128° 42' 
56,768" 3° 29' 48,702" 

235 
128° 43' 
54,851" 3° 30' 49,406" 

236 
128° 43' 
43,725" 3° 31' 51,787" 

237 128° 44' 0,084" 3° 32' 20,103" 

238 
128° 43' 
54,914" 3° 32' 20,101" 

22 Lainnya Pelabuhan Hulaliu 

239 
128° 33' 
13,962" 3° 32' 31,930" 

240 
128° 33' 
16,582" 3° 32' 29,724" 

241 
128° 33' 
25,654" 3° 32' 36,719" 

242 
128° 33' 
28,798" 3° 32' 47,537" 

243 
128° 33' 
23,875" 3° 32' 48,290" 

23 Lainnya Pelabuhan Ameth 

244 
128° 47' 
28,943" 3° 38' 37,398" 

245 
128° 47' 
25,372" 3° 38' 35,347" 

246 
128° 47' 
19,844" 3° 38' 42,566" 

247 
128° 47' 
23,913" 3° 38' 44,881" 
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Lampiran 2. Peraturan masing-masing zona di TPK Kepulauan Lease 
 
Tabel 33. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona di TPK Kepulauan Lease. 

NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya 
Sub-Zona 
Perikanan 
Tangkap 

Sub-Zona 
Pemanfaatan  
Tradisional 

Sub-Zona 
Pariwisata 

Sub-Zona 
Rehabilitasi 

Sub-Zona 
Pelabuhan 

Sub-Zona 
Sasi 

1 Penelitian dan pendidikan V V þ V V V V 

2 

Pendidikan, Pemeliharaan, 
Pemulihan, Rehabilitasi dan 
Peningkatan Sumber Daya 
Ikan dan ekosistemnya 

V V þ V V V V 

3 Wisata Menyelam X V X V V X X 
4 Berenang dan Snorkling X V X V V X X 

5 Wisata Speargun/Memanah 
Ikan X V X X X X X 

6 

Sarana dan pelayanan untuk 
melakukan wisata 
petualangan seperti: 
- marine walk, kapal layar 
cruise, kapal selam 
- penenggelaman kapal (ship 
wreck) 

X X X V X X X 

7 Budidaya ikan karang X X X X X X X 
8 Budidaya Mutiara X X X X X X X 
9 Budidaya rumput laut X X þ  X X X X 

10 Budidaya Teripang X X X X X X   
11 Budidaya lobster X X X X X X X 

12 Budidaya dengan Keramba 
Jaring Apung (KJA) X þ X X X X X 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya 
Sub-Zona 
Perikanan 
Tangkap 

Sub-Zona 
Pemanfaatan  
Tradisional 

Sub-Zona 
Pariwisata 

Sub-Zona 
Rehabilitasi 

Sub-Zona 
Pelabuhan 

Sub-Zona 
Sasi 

13 Budidaya dengan keramba 
Jaring Tancap (KJT) X þ X X X X X 

14 Tambatan kapal (mooring 
buoy) X V þ  V V X X 

15 Berlabuh X V þ X X V V 

16 Upacara adat dan ritual 
keaagamaan X V þ V V V V 

17 Menyelam untuk mengambil 
biota X X X X X X X 

18 Pengambilan karang hidup 
atau mati X X X X X X X 

19 

Aktifitas Penangkapan Ikan 
menggunakan: 
- Jaring Atas, 
Panah/speargun dan Rawai 
Dasar 
- Jaring terinjang (gill net), 
Mogong ,Trawl, Muroami, 
Huhate (pole & line), Payang, 
Bubu, Sianida, 
Bom/Bahan Peledak dan alat 
tangkap yang tidak 
ramah lingkungan lainnya. 

X X X X X X X 

20 Penangkapan ikan dengan 
menggunakan kompressor X X X X X X X 

21 Pemasangan Rumpon X V X X X X X 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya 
Sub-Zona 
Perikanan 
Tangkap 

Sub-Zona 
Pemanfaatan  
Tradisional 

Sub-Zona 
Pariwisata 

Sub-Zona 
Rehabilitasi 

Sub-Zona 
Pelabuhan 

Sub-Zona 
Sasi 

22 Penangkapan Ikan dengan 
Bagan X V X X X X X 

23 
Pembuatan foto, video, film 
untuk tujuan komersial dan 
non komersial 

X V þ V V V V 

24 Berlabuh (Kapasitas Kapal 
>10 GT) X V X X X V X 

25 Berlayar melintas V V X V V V V 

26 Aktifitas Penangkapan Ikan 
menggunakan Pancing 

X V þ  X X X X 

27 

Penangkapan Ikan dengan 
Kapal < 5 
GT dengan alat 
penangkapan ikan 
yang diperbolehkan 

X V X X X X X 

28 

Penangkapan Ikan dengan 
Kapal 5 - 10 GT dengan alat 
penangkapan ikan yang 
diperbolehkan 

X V X X X X X 

29 

Penangkapan Ikan dengan 
Kapal > 10 
GT dengan alat 
penangkapan ikan 
yang diperbolehkan 

X V X X X X X 

30 Lalu lintas kapal penampung 
ikan  V V þ  V V V V 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya 
Sub-Zona 
Perikanan 
Tangkap 

Sub-Zona 
Pemanfaatan  
Tradisional 

Sub-Zona 
Pariwisata 

Sub-Zona 
Rehabilitasi 

Sub-Zona 
Pelabuhan 

Sub-Zona 
Sasi 

31 Mengambil dan menjual telur 
penyu X X X X X X X 

32 Alur kapal untuk 
perhubungan V V þ  V V V V 

33 Pembangunan dermaga X X X X X þ X 
34 Pembangunan pelabuhan X X X X X þ X 
35 Penebangan mangrove X X X X X X X 

36 Pengambilan karang hidup 
atau mati X X X X X X X 

37 Penambangan pasir laut X X X X X X X 

38 

Pembangunan infrastruktur 
wisata 
hotel, home stay, dan sarana 
penginapan lainnya 

X þ X þ X X X 

39 

Sarana dan prasarana untuk 
melakukan 
wisata petualangan (kapal 
layar 
(cruise)), kapal selam, sea 
walker, 
kapal tenggelam (ship wreck) 

X þ X þ X X X 

40 
Aktifitas lainnya dalam 
rangka 
pencapaian rekor 

X þ þ þ þ þ X 

41 
Infrastruktur Pengelolaan 
Kawasan 
(Pos Jaga, Jetty) 

X þ þ þ X X X 
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NO Jenis Kegiatan Zona 
Inti 

Zona Pemanfaatan Terbatas Zona Lainnya 
Sub-Zona 
Perikanan 
Tangkap 

Sub-Zona 
Pemanfaatan  
Tradisional 

Sub-Zona 
Pariwisata 

Sub-Zona 
Rehabilitasi 

Sub-Zona 
Pelabuhan 

Sub-Zona 
Sasi 

42 

Menangkap, melukai dan 
membunuh 
biota yang dilindungi 
(termasuk penyu, 
buaya, manta, duyung, hiu, 
paus, 
lumba-lumba, dll) 

X X X X X X X 

43  Rehabilitasi vegetasi pantai X X X X X þ þ 
44 Rehabilitasi terumbu karang X X X X X þ þ 
45  Rehabilitasi padang lamun X X X X X þ þ 
46 Rehabilitasi mangrove X X X X X þ þ 

Keterangan : V = Boleh,  þ = Boleh dengan izin pengelola, X =Tidak boleh 
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Lampiran 4. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K di Provinsi Maluku 
(SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku No 060/947/19K) 
 
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 
Ketua   : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, DKP Provinsi Maluku 
Sekertaris  : Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DKP Provinsi Maluku 
Anggota  : Kepala Bappeda, Provinsi Maluku 
   : Kepala Dinas Pariwisata, Provinsi Maluku 
   : Kepala Cabang DKP Gugus Pulau VII 
   : Kepala Bappeda, Kabupaten Maluku Tengah 
   : Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Maluku Tengah 
   : Kepala Dinas Pariwisata, Kabupaten Maluku Tengah 
   : Kepala Dinas Pariwisata, Kabupaten Maluku Tengah 
   : Kepala PPLD LIPI Ambon 

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura 
   : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darusassalam 
   : Kepala PSDKP Stasiun Ambon 
   : Kepala LPSPL Sorong  
   : Direktur LC EAFM Universitas Pattimura 
   : Camat Haruku 
   : Camat Saparua 
   : Camat Saparua Timur 
   : Camat Nusalaut 
   : Direktur CTC 
   : Direktur Yayasan Burung Indonesia 
   : Direktur Yayasan Baileo  

: Direktur LPPM Maluku 
   : Ketua Pokmaswas Ana Uku Ha’a 
   : Ketua Pokmaswas Duurstede 
   : Ketua Pokmaswas Rupranyo 


